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Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian
Kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul
Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 — 2026 sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut,
maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah
ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 — 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada
tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan
tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan,

efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.




Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan

dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

_Panewu Pundong,

P lii'._.qé?\
LN

VITA YULIATUN, S.STP., M.Eng.
Pembina Tk.I - 1VV/b
NIP. 198007111998102001




Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJIMD dan Rencana Strategis periode

Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan

dengan mengukur 2 (dua) perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian
Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong, capaian kinerja dapat

digambarkan melalui hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi

dan Akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sebagaimana tercantum
dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Kapanewon Pundong tidak
melakukan penghitungan capaian kinerja secara mandiri terhadap tujuan dimaksud,

melainkan mengacu pada hasil pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

Capaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.
Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kapanewon. Adapun meta indikator yang digunakan adalah Nilai Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dihitung dengan rumus: total nilai persepsi per unsur
dibagi dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang.
Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,75. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 95,94
atau 100,20% dari target, sehingga termasuk dalam kategori kinerja Sangat Tinggi.
Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang mencapai 95,69 dari
target 91 atau sebesar 105,15%, maka persentase capaian Tahun 2025 mengalami

penurunan sebesar 4,95%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pundong, capaian kinerja dapat

digambarkan melalui hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1.

Capaian Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di
Kapanewon Pundong. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks
Pelayanan Publik (IPP). Adapun meta indikator yang digunakan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023

tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan




Pelayanan Publik. Capaian Kkinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,28, tercapai 115,68%
atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).
Target capaian Tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 101,90% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Capaian Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator:
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat + 15%
Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum +
20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,48 Terealisasi sebesar 93,03
dengan prosentase capaian sebesar 100,59%. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU
ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian Kinerja sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat beberapa

tantangan yang perlu direspons melalui strategi pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1.

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Dilaksanakan melalui penugasan aparatur untuk
mengikuti pelatihan pelayanan prima, etika publik, dan pemanfaatan teknologi informasi,
serta penguatan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik. Dilakukan melalui penyediaan ruang
pelayanan yang nyaman, tertib, dan ramah disabilitas, serta penyediaan fasilitas
pendukung seperti ruang tunggu, loket informasi, dan papan petunjuk layanan.

Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan. Ditempuh melalui penyederhanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu,
biaya, dan persyaratan layanan, serta publikasi alur pelayanan baik di kantor kapanewon
maupun melalui media digital.

Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dilaksanakan melalui digitalisasi layanan administrasi
(surat-menyurat, perizinan, dan pengaduan), optimalisasi website dan media sosial
kapanewon, serta pengembangan sistem pengaduan online yang responsif dan
terdokumentasi dengan baik.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Dilakukan melalui keterbukaan informasi
publik terkait program dan anggaran kapanewon, serta penguatan pengawasan internal

dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat.




Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Didorong melalui penyelenggaraan forum dialog
warga, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum
konsultasi publik, serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi. Dilaksanakan melalui penanaman nilai-
nilai integritas, peningkatan komitmen pelayanan tanpa pungutan liar (pungli), serta

pembentukan budaya kerja yang bersih dan melayani.
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Bab | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk

pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun

Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1.

1.

Instansi Pemerintah;

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan Kinerja instansi.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan
secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah
perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul.
Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon
Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri
pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah
pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah
pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat
kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku
tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon

Pundong dapat dilihat pada gambar berikut:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis






Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kapanewon Pundong
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Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS
Geografis

Kapanewon Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota
Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon
Pundong mempunyai luas wilayah 23,68 KM2 dan secara administratif memiliki 3
Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan

Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pundong

Kecamatan Pedukuhan
1. | Seloharjo 11,1 47,80 16 73
2. | Panjangrejo 571 22,61 16 75
3. | Srihardono 6,87 29,59 17 103
Jumlah 23,68 49 251

Sumber: Jawatan Praja Kepanewon Pundong, 2025




Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan:

e Sebelah Utara
e Sebelah Selatan
e Sebelah Timur

e Sebelah Barat

Topografis

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada
pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat
Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Pundong
beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan
cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon
Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan wilayah di
Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30%
berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit

sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah

: Kapanewon Jetis

: Kapanewon Kretek

: Kapanewon Imogiri

: Kapanewon Bambanglipuro

Kapanewon Pundong disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketinggian dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong
No Desa Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)
0-25 25 -50 50 - 100 100 - 500 >500
1. Seloharjo N N N
2. Panjangrejo N
3. Srihardono N

Sumber: Kecamatan Pundong dalam Angka, BPS 2023

Demografi

Kapanewon Pundong dihuni oleh 38.473 jiwa, jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 18.012 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.304 jiwa. Pada tahun
2025 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.567 jiwa,
Seloharjo 12.091 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo




sebanyak 9.658 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah
dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga
diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk
meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengemban gan ekonomi wilayah
secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2025
Semester | menurut Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul disampaikan
dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong

Jumlah Penduduk (jiwa)
Sex
No. Kalurahan Ratio
Laki-laki Perempuan Jumlah

1 | Seloharjo 6.090 6.001 12.091 | 101,48
2 Panjangrejo 4.716 4,942 9.658 95,43
3 | Srihardono 7.206 7.361 14.567 97,89
Jumlah 18.012 18.304 38.473 98,40

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2025

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Kapanewon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum,
pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di




Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksankan tugasnya, Kapanewon mempunyai

fungsi sebagaia berikut:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

c. Penyelenggaraan pelayanan publik;

o

. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dan swasta;

g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat
Kapanewon;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

I. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah
Kapanewon;

j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah di tingkat Kapanewon;

|. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

0. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaandan pengendalian
sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

g. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
di Kapanewon;

r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan

S. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.




C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

a. Panewu;
b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

. Jawatan Praja;

o O

. Jawatan Keamanan;
. Jawatan Kemakmuran;
. Jawatan Sosial;

. Jawatan Pelayanan Umum; dan

>0 Q - o

. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Struktur Organisasi Kapanewon Pundong seperti gambar berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pundong
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Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023




D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis

Kelamin dan Kompetensi

A. |Jabatan 1 1 1 1 1
Pimpinan
Tinggi
B. |Jabatan
Administrasi
1. 1 1
Administrator
2. Pengawas 7 1 6 6 1 5 3 3
3. Pelaksana 11 7 1 3 9 5 1 3 4 5
C. |Jabatan 1 1 1 1 1
Fungsional
Jumlah 21 3 13 2 3 17 2 10 2 3 7 10

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pundong relatif
tinggi yang perempuan dibanding dengan laki-laki, didominasi oleh jenjang pendidikan S1
sebanyak 10 orang (59%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 3 orang (17%), S2
sebanyak 2 orang (12%) dan D3 dengan jumlah yang sama dengan S2, yaitu 2 orang (12%).
Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk
jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem
merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan
pegawai sebanyak 4 orang, terdiri daril orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat
pelaksana administratif dan 2 orang pelaksana.




E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu
menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang
tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun
lingkungan internal. Kapanewon Pundong merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan
Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah
kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah
penduduk wilayah tersebut, dengan Kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan
hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita
dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan
yang ada.

2. Peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang
dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional.

3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk
difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitisasi penanganan ODGJ)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan
pemberdayakan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat,
gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi
dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan
merugikan masyarakat.

5. Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.

6. Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak.

7. Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya
dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.

8. Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.

9. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama
dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders
dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing.
Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta
keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan
harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders,

pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.




Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 20265-2029. Isu-isu strategis
yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2026-2029 sebagai berikut:

Potensi

Daerah yang

Menjadi

Permasalah |Isu KLHS yang
Relevan dengan

an

Kewenangan| Perangkat

Perangkat

Daerah

Daerah

Tabel 1.5 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029

Perangkat
Daerah

Isu Global

Isu Nasional

Isu Regional

Isu Strategis

Perangkat
Daerah

Aspek Penyelengga |Tingginya angka|SDGs atau Memperkuat |1. Reformasi 1. Meningkatkan
Pelayanan raan kemiskinan dan [Sustainable |reformasi kalurahan dan kualitas,
Kapanewon |pemerintaha [kesenjangan Development |politik, hukum, |  percepatan kecepatan, dan
n umum dan |wilayah. Goals (Tujuan |dan birokrasi, pembangunan akuntabilitas
pelayanan Pembangunan |serta perdesaan. pelayanan
publik belum Berkelanjutan) /memperkuat 2. Penyederhanaan publik.
maksimal pencegahan birokrasi dan 2. Meningkatkan
dan .
pemerintahan pengawasan
pemberantasan simetris- tata kelola
korupsi, asimetris pemerintahan
narkoba, judi, kalurahan.
dan
penyelundupan 3. Menciptakan
keamanan dan
ketertiban
masyarakat
Aspek Meningkatny|1. Alih fungsi  [SDGs atau Memperkuat |1. Kesesuaian 1. Meningkatkan
Pelayanan a kerawanan | lahanyang |Sustainable  |reformasi pemanfaatan swasembada
Kapanewon |pangan dan tidak sesuai |Development [politik, hukum,| ruang. pangan.
potensi tataruang.  |Goals (Tujuan |dan birokrasi, 2 Kualitas 2. Mengurangi
bencana, 2 Masih Pembangunan [serta lingkungan potensi
karena L Berkelanjutan) /memperkuat .
tingginya hidup bencana
berkurangny tingkat pencegahan
a lahan dan
kerawanan
pertanian dan pemberantasan




Potensi
Daerah yang | Permasalah |Isu KLHS yang

Menjadi an Relevan dengan Isu Strategis

Kewenangan| Perangkat | Perangkat Isu Global | Isu Nasional Isu Regional Pg::r%ﬁat
Perangkat Daerah Daerah
Daerah
() ©) ©)
kawasan bencana. korupsi,
hijau narkoba, judi,
dan

penyelundupan

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)
yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar 1.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025 — 2029
“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan
Budaya Istimewa”.

\

Misi 2:
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

.

Tujuan Daerah:

Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah
Indikator:
Indeks Reformasi Birokrasi

\

Sasaran Daerah:
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional
Indikator :
1. Nilai AKIP
2. Opini BPK
3. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
4. Indeks Pemerintah Digital

y

Tujuan PD:
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong
Indikator:
Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

v

Sasaran PD :
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong
Indikator :
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

}

|

!

}

I

Program

}

Program

Program Program Program Program

Penyelenggaraan Pemberdayaan Koordinasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan

Pemerintahan Masyarakat Ketentraman Urusan Keistimewaan Keistimewaan

dan  Pelayanan Desa dan dan Ketertiban Pemerintahan Yogyakarta Yogyakarta

Publik Kelurahan Umum Umum Urusan Urusan
kebudayaan. Kelembagaan

Indikator: Indikator: Indikator: Indikator: ) dan

Capaian  kinerja Capaian  kinerja Capaian  kinerja Capaian  kinerja Indllfat(?r: e —

kebijakan pemberdayaan penyelenggaraan penyelenggaraan Realisasi

pelayanan masyarakat ketentraman dan pemerintahan pelaksanaan Indikator:

ketertiban umum umum program  kegiatan Persentase

urusan kesesuaian
kebudayaan dokumen
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G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong:

Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pundong
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H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0496.B/Ev.SAKIP/2025 tanggal 24
April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul disampiakan saran/rekomendasi sebagai
berikut:

Rekomendasi 1
a) Rekomendasi :

Dokumen LKjIP Tahun 2024 agar diupload dan dipublikasikan pada website Kap.
Pundong Kabupaten Bantul

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dokumen LKjIP Tahun 2024 sudah diupload dan dipublikasikan pada website Kap.
Pundong Kabupaten Bantul.

c) Bukti Dukung :

https://kec-pundong.bantulkab.go.id/publication/perencanaan/laporan-kinerja-

Ikj/laporan-kinerja-lkj-tahun-2024

Rekomendasi 2
a) Rekomendasi:

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada
komponen Perencanaan Kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan
pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan

strategis.
b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Perencanaan kinerja Tahun 2025 untuk target tidak hanya berdasarkan pada dokumen
Renstra namun sudah mengacu pada realisasi capaian tahun 2024, yaitu pada Renstra
IKM 2025 dengan angka 91 dan nilai IKM 2025 pada Perjanjian kinerja sudah ditarget
pada nilai 95,75 dan sudah meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024
yakni sebesar 95,69.

¢) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/file/d/1gwBnWI1Ze4 Xw9aX3pLPuUCpnmXteD43G/view?us
p=sharing
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https://kec-pundong.bantulkab.go.id/publication/perencanaan/laporan-kinerja-lkj/laporan-kinerja-lkj-tahun-2024
https://kec-pundong.bantulkab.go.id/publication/perencanaan/laporan-kinerja-lkj/laporan-kinerja-lkj-tahun-2024
https://drive.google.com/file/d/1gwBnWI1Ze4Xw9aX3pLPuUCpnmXteD43G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwBnWI1Ze4Xw9aX3pLPuUCpnmXteD43G/view?usp=sharing

Bab Il Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran
operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah
mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 — 2026. Rencana
strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5
(lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan
bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos
kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan
etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan
selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh
jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan

berkelanjutan.

Visi Kapanewon Pundong selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam
RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-
Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Pundong mendukung misi yang ke-1

yaitu :

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,

akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor
6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029,

yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam

Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.
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Kapanewon Pundong mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu

“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan
kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang

berkualitas dan berkeadilan”.
1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
Sesuai cascade kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun
2021-2026 Tujuan Kapanewon Pundong adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM

Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pundong:

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026

Visi @ “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-
Bhineka Tunggal Ika”.

.. . Indikator
Misi Tujuan Sasaran
: Sasaran / IKU
Penguatan reformasi | Terwujudnya Meningkatnya kualitas | IKM Kapanewon
birokrasi menuju | penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan yang | pemerintahan  yang| administrasi pada
efektif, efisien, berkinerja tinggi dan| masyarakat.

bersih, akuntabel, dan | akuntabel
menghadirkan
pelayanan publikprima

Sumber data: RPJMD Tahun 2021-2026
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Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 meggantikan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56
Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai
cascade kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029
Tujuan Kapanewon Pundong Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik di Kapanewon Pundong dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan
Sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong dengan IKU Indeks Kualitas

Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon

Pundong :
Tabel 11.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2025-2029
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan
Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”
. . Indikator Sasaran/
Misi Tujuan Sasaran
IKU
Mewujudkan Meningkatkan Indeks Pelayanan
transformasi tata |penyelenggaraan Publik
kelola pemerintahan |pemerintahan dan Kapanewon
yang kreatif, inovatif |pelayanan publik di
dan kolaboratif |Kapanewon
berbasis  teknologi [Pundong.
informasi untuk
meningkatkan Meningkatnya Indeks  Kualitas
pelayanan publik kualitas tata kelola |Pelayanan di
yang berkualitas dan pemerintahan  dan |Kapanewon.
berkeadila. pelayanan  publik
kepada masyarakat
di Kapanewon
Pundong

Sumber data : RPIMD Tahun 2025-2029
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2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian
visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-
langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara,
kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :
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Tabel 11.3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong Renstra Periode

Tujuan

2021-2026

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan

berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien,

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkinerja tinggi
dan akuntabel.

Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi pada

masyarakat.

Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat dan kalurahan sesuai

potensi daerah.

Peningkatan sinergitas

pembangunan dan

Meningkatkan pemanfaatan
akses koordinasi dan fasilitasi
dalam mewujudkan sinergitas

pembangunan kewilayahan

pemberdayaan wilayah
dengan koordinasi dan

fasilitasi secara intensif

Meningkatkan penyelenggaraan
urusan penunjang pemerintahan
Kapanewon sesuai analisa
kebutuhan pegawai, anggaran

dan sarana prasarana.

Peningkatkan sarana urusan
penunjang pemerintahan,
kelembagaan dan
ketatalaksanaan pegawai

Meningkatkan penyelenggaraan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan pegawai yang

berintegritas dan profesional.

yang berintegritas dan

profesional.

Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
publik yang berorientasi pada

kepuasan masyarakat.

Peningkatan intensitas

koordinasi dan fasilitasi
dengan pemanfaatan IT
dalam penyelenggaraan

pemerintahandan pelayanan

Meningkatkan pemanfaatan

sistim informasi dan teknologi

publik berbasis kepuasan
Masyarakat
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Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan

berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien,

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

dalam kreatifitas peningkatan
kinerja Organisasi  Perangkat

Daerah.

Meningkatkan penyelenggaraan
koordinasi kewilayahan dalam |Peningkatkan intensitas
upaya terciptanya ketentraman  [fasilitasi dan koordinasi
dan ketertiban wilayah kewilayahan untuk

Meningkatkan penyelenggaraan terwujudnya stabilitas

stabilitas urusan pemerintahan pemerintahan umum

umum

Sumber data: Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam
berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses
penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program

Kapanewon Pundong sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan;

. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

~N o 01 B~ W

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan
IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pundong dalam mencapai tujuan dan
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merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas

dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 11.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun
2021-2026

Sasaran Indikator Kinerja

2 Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

pada masyarakat kapanewon IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026

Tabel 11.5  Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja

1 | Tujuan:

Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di
Kapanewon Pundong

Indeks Pelayanan Publik

2 | Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
kepada masyarakat di Kapanewon

Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanaewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029
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B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pundong Tahun
2021 — 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator Kkinerja utama beserta target kinerja dan
anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-
2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Pundong sebagai berikut :

Tabel 11.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra
Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran _Ind_|kator satuan | Target ™ Target
Kinerja Utama
' Sasaran: IKM Angka = 95,75 I -
Meningkatnya Kapanewon IIIII 2.1
kualitas pelayanan v 95,75*
administrasi  pada
masyarakat
kapanewon
*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
No Nama Program Anggaran
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta i
L Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) Rp 60.000.000,
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
2. | Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana | Rp 96.555.100,-
Keistimewaan)
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 3.457.975.594,-
Kabupaten/Kota
4 Prog_ram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Rp 97.423.000 -
Publik
5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 135.301.000,-
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No Nama Program Anggaran

6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 167.860.400,-
7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp 12.506.000,-
Jumlah Anggaran Rp 4.027.621.094,-

Pada tahun 2025, Kapanewon Pundong melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun
2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada
Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
sebagai berikut:

Tabel 11.7  Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Indikator
Tujuan/Sasaran Kinerja satuan
Utama
 Tujuan: | ;
Meningkatkan
penyelenggaraan Indeks I -
pemerintahan  dan  elayanan Indeks 3,70
pelayanan publik di "UPliK L )
Kapanewon
. IV | 370*
Pundong
“4 Sasaran: | -
Meningkatnya
kualitas tata kelola | |ndeks Kualitas | ;
pemerintahan  dan | Pelayanan di | Indeks | 92,48
pelayanan publik = Kapanewon i i
kepada masyarakat
di Kapanewon
v 92,48*
Pundong

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

21




Anggaran
No Nama Program

1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta | Rp.. 30.000.000,-
Urusan Kebudayaan

2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta | Rp.. 96.055.100,-
Urusa Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Rp.. 3.472.834.221,-

Kabupaten/Kota
4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan | Rp.. 112.987.500,-
Publik
5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp.. 119.931.000,-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 168.872.900,-
7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 11.956.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 4.012.636.721,-

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam
Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program-program prioritas Kapanewon Pundong. Adapun program-program yang
mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Didukung Jumlah

Sasaran
Program

' Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada 7 Program

masyarakat kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026
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Tabel 11.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Program

' Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan 7 Program

pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon

Pundong

Sumber : Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi https://esakip.bantulkab.go.id yang
mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK),
anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai
penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evalusi
RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan

tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

@ E-BANTUL @ Administrator Bagian Organisasi Setda v

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST
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Bab Il Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang

dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini,
antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat Kkinerja dikutip dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan

Laporan Kinerja ini.

Tabel I11.1  Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sangat Tinggi

2 1 76<90 Tinggi
3 66 <75 Sedang
4 51 <65 Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
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A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai
berikut:

Tabel 111.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025

Target | Capaian

Tuiuan /Sasaran Indikator Capaian I | Akhir | s/d 2025
) Kinerja Utama 2024 Target | Realisasi % | Renstra | terhadap
Realisasi | (2026) | 2026 (%)

Sasaran: IKM Kapanewon 95,69 95,75 95,94 100,20 92

Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi pada

masyarakat
kapanewon.
2. | Tujuan: Indeks Pelayanan n/a 3,70 4,28
Meningkatkan Publik
Kapanewon
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik di
Kapanewon
Pundong.
3. | sasaran: Indeks ~ Kualitas n/a 9248 93,03 100,59 mere
Meningkatnya Eelayanan di
kualitas tata apanewon
kelola

pemerintahan dan
pelayanan publik
kepada
masyarakat di
Kapanewon
Pundong.

Sumber : esakip ROPK tahun 2025
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Pundong adalah
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator
IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi
pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur
indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon
Pundong. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah
100,23%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai
berikut:

Tabel 111.3  Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat
Daerah

terhadap

2025 Target Capaian

Indikator Kinerja Capalan Akhir Akhir
Renstr

dtama 2026 Target | Realisasi|% Realisasi Renstra Srstra
(2026) tahun

2026(%)

1. | IKM Kapanewon 95,69 95,75 95,94 100,20 92 104,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2025 adalah 95,75, realisasi sebesar 95,94, tercapai 100,20% atau bernilai
kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,69
atau dari target 91 atau tercapai sebesar 105,15%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar
4,95%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 104,28% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5
tahun terakhir :
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Tabel 111.4  Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

2021 2022 2023 2024 2025
IKU
Target|Realisasi| % |Target{Realisasi| % [Target|Realisasi| % |Target|Realisasi| % |Target|Realisasi| %

IKM
Kapanewon

90 94,09 |104/ 90 95,08 |105,60[ 90 92,01 (102,23

91| 95,69 |105,15 95,75 95.94 [100.20

Gambar I11.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir
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Gambar I11.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Pundong

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target
90, realisasi sebesar 94,09, dan capaian 104%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 95,08 dengan
target 90 dan capaian 105,60%, sehingga terjadi penurunan prosentase capaiannya. Di Tahun
2023, dengan target 90 terealisasi 92,01 dan capaian 102,23%, sehingga terjadi penurunan baik
realisasi maupun prosentase capaiannya. Tahun 2024 dengan target 91, realisasi sebesar 95,69
dengan capaian target sebesar 105,15%. terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentasenya
dengan besaran masing-masing 3,68 dan 2,92%. Target Tahun 2025 adalah 95,75, terealisasi
95,94 dengan capaian sebesar 100,20%. Realisasi melebihi target sebesar 0,19 namun besaran

capaiannya menurun sebesar 4,95% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada
responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran
indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Kapanewon Pundong. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah
permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen.
Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online
melalui http://www.skm.bantulkab.go.id sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar 95,94
dengan capaian sebesar 100,20% dari target 95,75. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil
questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM

oleh petugas pelayanan Kapanewon Pundong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM

meliputi:
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http://www.skm.bantulkab.go.id/

. Persyartan;

. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;

. Waktu Penyelesaian;

. Biaaya/Tarif;

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
. Kompetensi Pelaksana;

. Perilaku Pelaksana;

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

© 00 N oo o1~ W DN B

. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Pundong Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 111.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

1 Persyaratan 3.77
2 Prosedur 3.79
3. | Waktu Pelayanan 3.73
4 Biaya/Tarif 4.00
5. | Produk Layanan 3.84
6. Kompetensi Pelaksana 3.86
7. | Perilaku Pelaksana 3.90
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3.99
9. | Sarana dan Prasarana 3.66

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan alur pelayanan,
sehingga masih sering terjadi ketidaksesuaian dokumen, kesalahan prosedur, serta
keterlambatan dalam proses pelayanan.

2. Adanya pergeseran metode pelayanan ke sistem berbasis aplikasi/digital yang
belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi
kelompok yang memiliki keterbatasan literasi digital atau akses terhadap teknologi.
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Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah:

1.

4.

Penyempurnaan sarana dan prasarana ruang pelayanan, antara lain penyediaan media
informasi (leaflet dan televisi), fasilitas pendingin ruangan (AC), bahan bacaan, fasilitas
ramah disabilitas (kursi roda), serta ruang laktasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan
aksesibilitas bagi masyarakat.

Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah, responsif, dan cepat oleh petugas pelayanan,
guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Penerapan sistem pelayanan satu pintu (one stop service) yang mempermudah alur proses
pelayanan sehingga lebih efektif dan efisien.

Komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas
dari pungutan liar (PUNGLI) serta melakukan percepatan proses pelayanan sesuai standar

operasional yang berlaku.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan

dilaksanakan adalah:

1.

Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana serta prasarana pelayanan publik, guna
menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, ramah, dan inklusif bagi seluruh lapisan

masyarakat.

. Mengembangkan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi, melalui optimalisasi

sistem digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi
masyarakat.

Mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat, baik melalui kotak saran, surat, email,
maupun aplikasi ELAPOR!, sebagai sarana partisipasi publik dalam memberikan masukan
dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.
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Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025:

Tabel 111.6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi
Sejenis/Sekelas Tahun 2025

Satuan Perangkat Daerah Realisasi Kategori
Kapanewon Dlingo 95,28 | Sangat Baik
Kapanewon Piyungan 95,42 | Sangat Baik
Kapanewon Pleret 94,08| Sangat Baik
Kapanewon Banguntapan 96,31 | Sangat Baik
Kapanewon Imogiri 95,42 | Sangat Baik
Kapanewon Sewon 94,19 | Sangat Baik
Kapanewon Jetis 95,50 | Sangat Baik
Kapanewon Pundong 95,94 | Sangat Baik
Kapanewon Kretek 95,81 | Sangat Baik

1 | IKM Kapanewon Angka  |Kapanewon Bambanglipuro 96,08 | Sangat Baik
Kapanewon Bantul 93,03 | Sangat Baik
Kapanewon Kasihan 95,31| Sangat Baik
Kapanewon Sedayu 96,81 | Sangat Baik
Kapanewon Pajangan 96,22 | Sangat Baik
Kapanewon Pandak 95,06 | Sangat Baik
Kapanewon Sanden 96,00 | Sangat Baik
Kapanewon Srandakan 96,69 | Sangat Baik
Jumlah 1.623,15
Rata-rata 95,48 | Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pundong masih di atas
rata- rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Menempati urutan ke 7 masih lebih
rendah dibanding capaian 6 kapanewon. Namun lebih tinggi dibanding 11 kapanewon yang lain.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon
Pundong melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah
dilaksanakan adalah PATEN BERHADIAH. Inovasi PATEN BERHADIAH adalah kegiatan
pemberian hadiah tanaman buah kepada masyarakat yang menggunakan layanan pada
Pelayanan Umum Kapanewon Pundong sejak dilaunching pada tahun 2017. Melalui adanya
kegiatan inovasi PATEN BERHADIAH, diharapkan dapat menaikkan capaian IKU Kapanewon
Pundong dengan nilai IKM yang meningkat dan masyarakat dapat lebih bersemangat dalam

mengurus kegiatan administrasi pelayanan umum di Kapanewon Pundong.

31




Gambar 111.3 Kegiatan Paten Berhadiah

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Pundong sesuai dengan Renstra
2025-2029 vyaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
Kapanewon Pundong dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang
merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi
pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan
bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan
pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematik dengan menggunakan
instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi,
pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul
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PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-
2030 adalah 101,90%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut:

Tabel 111.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat

Daerah

2025 Target Capaian

Indikator Kinerja | Capaian Akhir

terhadap
Akhir
Utama 2024 Target | Realisasi| %Realisasi Renstra Renstra
tahun 2030
(2030) (%)

' Indeks Pelayanan '
1. / 3,70 4,28 115,68 4,20 101,90
Publik

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,28, tercapai 115,68% atau bernilai kinerja
Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian Tahun
2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,90% dari
target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian
PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek
kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan
hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang
dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi,
akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang
Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan
rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks
Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan
Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan
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https://www.google.com/search?q=Indeks+Pelayanan+Publik&sca_esv=ca362862dff82633&sxsrf=ANbL-n5h5Hcyquyp0GZSt0wt4yV8GZfUgA:1769490864803&source=hp&ei=sEl4acW2LtLC4-EP6cjM-AQ&iflsig=AFdpzrgAAAAAaXhXwK5A4e52LvZEMUjPayBDC6KOUamz&ved=2ahUKEwjs1cuY-6qSAxVMwjgGHfo1CFwQgK4QegYIAAgAEAM&uact=5&oq=Indeks+pelayanan+publik&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhdJbmRla3MgcGVsYXlhbmFuIHB1YmxpazIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIkTBQAFiKLXAAeACQAQKYAcgCoAHwFaoBCDE1LjUuMi4xuAEDyAEA-AEBmAIVoALDE8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIIEAAYgAQYsQPCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICDhAuGIAEGMcBGI4FGK8BwgIIEC4YgAQYsQPCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGMkDwgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAgsQABiABBiSAxiKBZgDAJIHCDExLjguMS4xoAerjwGyBwgxMS44LjEuMbgHwxPCBwowLjIuMTIuNi4xyAeeAYAIAA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Pemantauan+dan+Evaluasi+Kinerja+Penyelenggaraan+Pelayanan+Publik+(PEKPP)&sca_esv=ca362862dff82633&sxsrf=ANbL-n5h5Hcyquyp0GZSt0wt4yV8GZfUgA:1769490864803&source=hp&ei=sEl4acW2LtLC4-EP6cjM-AQ&iflsig=AFdpzrgAAAAAaXhXwK5A4e52LvZEMUjPayBDC6KOUamz&ved=2ahUKEwjs1cuY-6qSAxVMwjgGHfo1CFwQgK4QegYIAAgAEAQ&uact=5&oq=Indeks+pelayanan+publik&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhdJbmRla3MgcGVsYXlhbmFuIHB1YmxpazIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIkTBQAFiKLXAAeACQAQKYAcgCoAHwFaoBCDE1LjUuMi4xuAEDyAEA-AEBmAIVoALDE8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIIEAAYgAQYsQPCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICDhAuGIAEGMcBGI4FGK8BwgIIEC4YgAQYsQPCAgUQLhiABMICCBAAGIAEGMkDwgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAgsQABiABBiSAxiKBZgDAJIHCDExLjguMS4xoAerjwGyBwgxMS44LjEuMbgHwxPCBwowLjIuMTIuNi4xyAeeAYAIAA&sclient=gws-wiz

oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan
PEKPPP yang dilakukan olen Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan
publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan
ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif.
Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih
lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang
dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat
keterlibatan Kementeraian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada
keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu:
. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam

pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

1) Indikator Kkinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun
sebelumnya;

2) Standarisasi kebijakan pelayanan;

3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;

4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;

5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;

6) Kondisi sarana prasarana,

7) Digitalisasi pelayanan;

8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan

9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik
. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan
merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi
dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (evidence based) yang
didapatkan melalui Pra PEKPPP.
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c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya
dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi
juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi

melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk
kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme
PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP,

Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan
PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3
formulir yang berbeda sesuai dengan penggunanya masing-masing yaitu penyelenggara layanan,

evaluator dan pengguna layanan.

Tabel 111.8 Instrumen PEKPPP

. L Pembobotan Jumlah
Formulir Definisi .
Formulir Pertanyaan
Merupakan Formulir self-asessment yang diisi
oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi
riill yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus
Tidak

dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana

F-01 . dilakukan 30
yang tercantum dalam instrumen, yang akan

digunakan oleh Evaluator untuk | Pempobotan

melakukanpengisian

F-02

Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh

Evaluator berdasarkanhasil pengamatan secara
F-02 ) 75% 30
daring atau tatap muka, untuk memperoleh data

objektif.
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Pembobotan Jumlah

Formulir Definisi Formulir Pertanyaan

Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh
engguna layanan berdasarkan pengalaman yan
F-03 Pengg Y ) Peng yang 25% 14
bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk

memperoleh data persepsi.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai
berikut:

a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan
hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras,
agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat
rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta
memberikan kepastian hukum;

b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan,
implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta
masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;

c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta
responsif terhadap publik;

d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses
pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi
serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik.
Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung
jawabnya;

e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah
mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan
dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang
diharapkan;

f.  Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana,
murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi

maupun kewilayahan.
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Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel 111.9  Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Akuntabilitas KEBIJAKAN PELAYANAN 24%

STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT
PELAYANAN, SKM

Indikator:

l.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah
melibatkan unsur masyarakat.

3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen
service delivery.

4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara
berkala terhadap Standar Pelayanan.

5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan
(ketersediaan, penetapan, dan publikasi).

6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 14
Tahun 2017

7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.

8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil
SKM vyang telah selesai ditindaklanjuti.

9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM
seluruh jenis pelayanan.

PROFESIONALISME SDM 25%

Indikator :

10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang
memudahkan pengguna layanan.

11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku
Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di
lingkungan instansi.

12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun
untuk menjaga dan meningkatkan




(1) (2) ©)

motivasi kerja Pelaksana pelayanan.

13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan
bagi pegawai pelaksana layanan yang
berprestasi.

14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan
budaya pelayanan.

SARANA DAN PRASARANA 18%

Indikator :

15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas
pendukung yang memadai.

16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas
wajib dan pelengkap.

17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan
yang layak pakai.

18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna
layanan kelompok rentan.

19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.

20.c.B : Sarana Front Office (FO) bagian
Informasi di unit layanan.

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 11%

Indikator :

21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan
publik untuk informasi publik.

22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan
publik pendukung operasional pelayanan.

23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik
(Website/Aplikasi).

24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal
digital.

KONSULTASI DAN PENGADUAN 10%

Indikator :

25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
secara tatap muka.




(1) ) ©)

26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta
pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua
lapisan masyarakat.

27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi
dan/atau pengaduan.

28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan
pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

INOVASI 12%

Indikator :

29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.
30.fB : Sumber daya yang mendukung
keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek.
Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot
indikator. Nilai per indikator FO2: Nilai FO2 x bobot per indikator Nilai per indikator FO3:
Nilai FO3 x bobot per indikator.

. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat
dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan
perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek.

Nilai per aspek:) nilai per indikator.

. Menentukan Nilai Indeks Formulir
Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah
menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai

Indeks Formulir:

. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik




Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari FO2 dan FO3

digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks
Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel 111.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

0-1,00

Gagal

Unit pelayanan yang mendapat nilai
tersebut menjadi prioritas pembinaan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan
publiknya.

1,01-1,50

Sangat Buruk

Unit pelayanan yang mendapat nilai
tersebut menjadi
prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/0RG
pembinaan untuk memperbaiki kualitas
pelayanan Publiknya.

1,51-2,00

Buruk

Unit pelayanan yang mendapat nilai
tersebut menjadi prioritas pembinaan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan
publiknya.

2,01-2,50

Cukup (Dengan
Catatan)

Unit  pelayanan  hanya  sebagian
mengimplementasikan kebijakan
pelayanan publik, kapasitas SDM kurang
memadai, ketersediaan sarana prasarana
tidak lengkap dan kurang memadai,
sistem informasi sebagian besar masih
manual dan belum terdapat inovasi.

2,51 -3,00

Cukup

Unit pelayanan belum
mengimplementasikan kebijakan
pelayanan  publik secara  optimal,
kapasitas SDM masih perlu
pengembangan, sarana prasarana belum
memadai, inovasi belum diterapkan
sebagai kebutuhan.

3,01-3,50

Baik (Dengan

Unit pelayanan sudah menerapkan
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(1) (2) ©) (4)
Catatan) sebagian kebijakan pelayanan namun
belum  sesuai  dengan  peraturan
perundangan undangan, memiliki

sarana prasarana Yyang baik dengan
beberapa catatan, sudah memiliki inovasi
tetapi belum diterapkan secara optimal.

Unit pelayanan sudah menerapkan
sebagian kebijakan pelayanan namun
belum  sesuai  dengan  peraturan
perundangan undangan, memiliki
sarana prasarana Yyang baik dengan
3,561-4,00 B Baik beberapa catatan, sudah memiliki inovasi
tetapi belum diterapkan secara optimal
perundangan undangan, memiliki
sarana prasarana Yyang baik, sudah
memiliki inovasi tetapi belum diterapkan
secara optimal.

Unit pelayanan sudah menerapkan
seluruh aspek dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang baik sesuai

4,01-4,50 A- Sangat Baik .
peraturan perundangan undangan tetapi
masih ada kekurangan di beberapa
indikator.

Unit pelayanan yang sudah menerapkan
) seluruh aspek dalam penyelenggaraan
4,51 -5,00 A Pelayanan Prima

pelayanan publik yang baik sesuai
peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi Prioritas Pembinaan.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Pundong adalah 4,28 dan

kategori A- (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 111.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Bobot Nilai F-02

1. | Kebijakan Pelayanan 24% 4,50 1,08
2 Profesionalisme SDM 25% 4,00 1,00
3. | Sarana dan Prasarana 18% 4,28 0,77
4. | Sistem Informasi Pelayanan Publik 11% 4,50 0,50
5 Konsultasi dan Pengaduan 10% 3,80 0,38
6 Inovasi 12% 3,50 0,42
Total F-02 4,15

Nilai F-03 (IKM) 4,7

INDEKS PELAYANAN PUBLIK 4,28

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas:

Tabel 111.12 IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi

Sejenis/Sekelas

Satuan Perangkat Daerah H Kategori

1)
Kapanewon Dlingo 4.81 | Pelayanan Prima
Kapanewon Piyungan 4.66 | Pelayanan Prima
Kapanewon Pleret 3.90 Baik
Kapanewon Banguntapan 3.83 Baik
Indeks Kapanewon Imogiri 3.90 Baik .
Kapanewon Sewon 4.28 Sangat Baik
1. |Pelayanan Indeks - ]
] Kapanewon Jetis 4.64 | Pelayanan Prima
Publik Kapanewon Pundong 4.28 Sangat Baik
Kapanewon Kretek 3.76 Baik
Kapanewon Bambanglipuro 450 Sangat Baik
Kapanewon Bantul 3.90 Baik
Kapanewon Kasihan 4.80 | Pelayanan Prima
Kapanewon Sedayu 4.14 Sangat Baik




Kategori
O] @ (3)

Kapanewon Pajangan 4.34 Sangat Baik
Kapanewon Pandak 4.40 sangat Baik
Kapanewon Sanden 3.87 Baik

Kapanewon Srandakan 4.44 Sangat Baik

Jumlah 72.45

Rata-rata 4.26 Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Pundong adalah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di
Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.
Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan
berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir
Renstra 2025-2030 adalah 99,23%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran

adalah sebagai berikut:

Tabel 111.13  Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat

Daerah

2025 Target Capaian
. . : terhadap
Indikator Kinerja Capaian Akhir Akhir
Utama 2024 Target | Realisasi|% Realisasil Renstra Renstra
Tahun 2030
(2030) (%)

Indeks Kualitas

n/a 92,48 93,03 100,59 93,75 99,23

Pelayanan di Kapanewon

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2025 adalah 92,48, realisasi sebesar 93,03, tercapai 100,59% atau bernilai
kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).




Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75. Capaian Tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 99,23% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang
diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan

terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai
baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta
instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71)

bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut:

1. Reability yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.

2. Assurance yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk
menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa
komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.

3. Empathy yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;

4. Responsiviness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang
tepat.

5. Tangibles, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM

dengan bobot sebagai berikut:

Indeks Kualitas Pelayanan =

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Pundong Tahun 2025 adalah 93,03 dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 111.14 Rincian IKP Tahun 2025

Capaian |Nilai (bobot

&Zgzlnagwléﬁordmaa Ketentraman dan Ketertiban 0,15 100,00 15,00

2. |Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan 0,15 100,00 15,00
3. |Capaian Kebijakan Pelayanan 0,15 90,00 13,50
4. |Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 0,15 94,00 14,10
5 [(IKM 0,20 95,94 19,19
6. [Nilai AKIP 0,20 81,20 16,24
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon 1,00 93,03

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organsiasi/instansi sejenis/sekelas:

Tabel 111.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

IKU Perangkat Daerah IKP

B) ©) (4) (5)

Kapanewon Dlingo 94.82

Kapanewon Piyungan 94.09

Kapanewon Pleret 92.26

Kapanewon Banguntapan 90.52

Kapanewon Imogiri 93.82

Indeks Kualitas Kapanewon Sewon 93.66
1 Pelayanan di Indeks [Kapanewon Jetis 94.67
Kapanewon Kapanewon Pundong 93.03
Kapanewon Kretek 91.30

Kapanewon Bambanglipuro 92.74

Kapanewon Bantul 9231

Kapanewon Kasihan 92.17

Kapanewon Sedayu 93.20
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Kapanewon Pundong 93.04
Kapanewon Pandak 94.95
Kapanewon Sanden 91.93
Kapanewon Srandakan 93.72
Jumlah 1582.23
Rata-rata 93.07

Sumber : Bagian Organisasi

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1
2
3
4.
5
6

Kompetensi aparatur belum merata.

Keterbatasan perangkat teknologi

Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
Koordinasi antar instansi belum optimal

Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.

Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

© o0 N o o b~ wWw N e

. Kepemimpinan Panewu yang efektif.

. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.

. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.

. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.

. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll.

. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.

. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.

10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.

11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.

12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.
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Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di

Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan
tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan
budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman,
ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket
informasi, papan petunjuk).

3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar
mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan
ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat,
perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon,
dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan
anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum
konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.

7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan

tanpa pungli.

Tabel 111.16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Terhadap Sasaran

Kegiatan/
Program Target |Realisasi
Subkegiatan

AN Realisasi pelaksanaan

1. PROGRAM
PENYELENGGARA

KEISTIMEWAAN program kegiatan urusan 100 100
YOGYAKARTA kebudayaan (%)
URUSAN

KEBUDAYAAN




Kegiatan/

Subkegiatan

Adat, Seni, Tradisi

m e

Cakupan pembinaan

A

kelembagaan adat dan 100 100
dan Lembaga Budaya
tradisi (%)
Jumlah Laporan Gelar
Gelar Budaya Jogja Budaya Yogyakarta 1 1
(Laporan)
2. PROGRAM
PENYELENGGARA
AN
Persentase kesesuaian
KEISTIMEWAAN
dokumen perencanaan
YOGYAKARTA
dan pengendalian urusan 100 100
URUSAN
keistimewaan dengan
KELEMBAGAAN Lasi (%)
regulasi
DAN gt °
KETATALAKSANA
AN
Penataan Capaian kinerja
Kelembagaan dan perencanaan dan
100 100
Ketatalaksanaan pengendalian kegiatan
Keistimewaan keistimewaan (%)
Penerapan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pendampingan Penerapan Keistimewaan
Keistimewaan di di Kapanewon/Kemantren 3 3
Kapanewon/Kemantren|dan Kalurahan/Kelurahan
dan Kalurahan/ yang Didampingi
Kelurahan (Dokumen)
3. PROGRAM
PENUNJANG Nilai Akuntabilitas
URUSAN Kinerja Instansi
PEMERINTAHAN Pemerintah (AKIP) 88 81,20
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOT (Angka)




Kegiatan/

Subkegiatan

m e

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

95,75 95,94
Perangkat Daerah
(Indeks)
Perencanaan. Capaian kinerja
Penganggaran. dan erencanaan dan
ganee P 100 100
Evaluasi Kinerja evaluasi perangkat
Perangkat Daerah daerah (%)
Penyusunan Dokumen |[Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkat 7 7
Daerah Daerah (Dokumen)
Jumlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah S 5
Perangkat daerah
(Laporan)
Capaian kinerja
Administrasi
pengadministrasian
Keuangan Perangkat 100 100
keuangan perangkat
Daerah
daerah (%)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan
Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan )
Laporan Koordinasi
Keuangan 22 22
Penyusunan Laporan
Bulanan / Triwulanan
Keuangan
/ Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD (Laporan)
Capaian Kinerja
Administrasi
Administrasi
Kepegawaian 100 100
Kepegawaian Perangkat
Perangkat Daerah
daerah (%)
Monitoring, Evaluasi, |jymlah Dokumen
dan Penilaian Kinerja 4 4

Pegawai

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai




Kegiatan/
Subkegiatan

m e

(Dokumen)

Administrasi Umum

Capaian kinerja

pengelolaan administrasi 100 100
Perangkat Daerah
umum (%)
) Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Instalasi
Penerangan Bangunan 4 4
Listrik/Penerangan
Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor
(Paket)
Penyediaan Peralatan |Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor 4 4
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga yang 4 4
Rumah Tangga
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 4 4
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Bacaan dan Peraturan 1 1
Perundang-Undangan
Perundang- undangan
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 67 67
Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Penatausahaan Arsip 1 1

Dinamis pada SKPD

Dinamis pada SKPD




Kegiatan/
Subkegiatan

Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Dukungan Pelaksanaan

e

Sistem Pemerintahan 2 2
Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik pada
pada SKPD
SKPD
Capaian kinerja
Penyediaan Jasa
penyediaan jasa
Penunjang Urusan 100 100
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah (%)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber [Komunikasi, Sumber Daya 12 12
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)
) Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan
Peralatan dan 4 4
dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum S )
Pelayanan Umum Kantor
Kantor
yang Disediakan (Laporan)
Pemeliharaan Barang
Capaian kinerja
Milik Daerah
pemeliharaan barang 100 100
Penunjang Urusan
milik daerah (%)
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas atau
dan Pajak Kendaraan |Kendaraan Dinas Jabatan 6 6

Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas

Jabatan

yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit)




Kegiatan/
Program Target |Realisasi
Subkegiatan

Pemeliharaan/Rehabilit

Jumlah Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya
asi Gedung Kantor atau 1 1
yang Dipelihara /

Bangunan Lainnya
Direhabilitasi (Unit)

4. PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Capaian Kinerja
PEMERINTAHAN Kebijakan Pelayanan (%) 3,70 4.28
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi
Penyelenggaraan Capaian kinerja
Kegiatan penyelenggaraan 100 100
Pemerintahan di pemerintahan umum (%)

Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan
Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi
Pelaksanaan Kegiatan |Perencanaan dan
Pemerintahan dengan |Pelaksanaan Kegiatan 4 4
Perangkat Daerah dan |Pemerintahan dengan
Instansi Vertikal Perangkat Daerah dan

Terkait Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Dokumen
Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan 6 6
Kegiatan Pemerintahan di
di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang |Capaian kinerja

Dilimpahkan kepada [pelayanan kapanewon (%) 100 100
Camat

Pelaksanaan Urusan |Jumlah Laporan

Pemerintahan yang Pelaksanaan Nonperizinan

terkait dengan pada Urusan 2 2

Nonperizinan Pemerintahan




Kegiatan/
Subkegiatan

m e

Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha

5. PROGRAM
PEMBERDAYAAN Capaian Kinerja
MASYARAKAT Pemberdayaan Mayarakat| 100 100
DESA DAN (%)
KELURAHAN
Capaian Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Koordinasi Kegiatan |dalam Forum
100 100
Pemberdayaan Desa |Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
kalurahan (%)
Capaian kinerja
emberdayaan
P Y 100 100
masyarakat kalurahan
(%)
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Peningkatan Partisipasi
Berpartisipasi dalam
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Forum Musyawarah 10 10
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan di Desa
Pembangunan di Desa
(Lembaga
Kemasyarakatan)
Peningkatan Efektifitas [Jumlah Laporan
Kegiatan Peningkatan Efektivitas
Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan 18 18
Masyarakat di Wilayah [Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kecamatan (Laporan)
Pemberdayaan
Capaian kinerja
Lembaga
pemberdayaan lembaga 100 100
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan (%)
Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 4 4




Kegiatan/
Subkegiatan

Ekonomi Masyarakat

m e

Ekonomi Masyarakat

Penugasan Kepala

Daerah

pemerintahan umum (%)

(Laporan)
6. PROGRAM
Capaian Kinerja
KOORDINASI
Penyelenggaraan
KETENTRAMAN 100 100
Ketentraman dan
DAN KETERTIBAN
Ketertiban Umum (%)
UMUM
Koordinasi Upaya Capaian kinerja
Penyelenggaraan enyelenggaraan
v g8 peny g8 100 100
Ketenteraman dan ketentraman dan
Ketertiban Umum ketertiban umum (%)
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan ) ]
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
) Kepolisian Negara
Republik
Republik Indonesia,
Indonesia.Tentara S 5
Tentara Nasional
Nasional Indonesia dan
Indonesia dan Instansi
Instansi Vertikal di
Vertikal di Wilayah
Wilayah Kecamatan
Kecamatan (Laporan)
7. PROGRAM
PENYELENGGARA Capaian Kinerja
AN URUSAN Penyelenggaraan 100 100
PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum (%)
UMUM
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan [Capaian kinerja
Umum sesuai penyelenggaraan 100 100




Program

Kegiatan/
Subkegiatan

Target |Realisasi

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka

Memantapkan

Pengamalan Pancasila.

Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara

Kesatuan Republik

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Orang)

44

44

Indonesia

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait

peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program

yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan

1)

Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025
mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan
Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya
Jogja.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan
pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 mentargetkan
sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan

Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.
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2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks
Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 mentargetkan masing-masing sebesar 88
dan 95,75 dan realisasi masing-masing sebesar 81,20 dan 95,94 dengan capaian realisasi

masing-masing sebesar 92,27% dan 100,20%. Program ini didukung kegiatan antara lain:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub
Kegiatansebagai berikut:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c¢. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
1) Penyediaan Komponen Instalasi
2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian
Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80%, tercapai
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target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara
lain:
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan
Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian
Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%,
tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa.
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan.
b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian

kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025

mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara

lain:

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub
Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%,
tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lIka

serta Pemertahanandan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan
(Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada
Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Pundong sebesar Rp. 3.463.403.411,00 yang digunakan
untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.282.101.858,00, atau
sebesar 94,77%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-

program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 111.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

L publik di Kapanewon Pundong
1.120.405.734,00 27,92
) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan
" pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong
Jumlah 1.120.405.734,00 27,92
Belanja Pendukung 2.892.230.987,00 72,08
Total Belanja 4.012.636.721,00 100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan
program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk
belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk
program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pundong sebesar
Rp 1.120.405.734,00 atau sebesar 27,92% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk
program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.892.230.987,00 atau sebesar 72,08% dari total
belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran
sebesar Rp. 1.120.405.734,00 atau sebesar 27,92% dari total belanja langsung tersebut untuk
mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan

pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong.

58




Belanja Kapanewon Pundong terdiri dari Balanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan
Belanja Moda. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja
Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.892.230.987,00 terealisasi Rp
2.583.257.604,00 atau sebesar 89,32%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh
pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari

Kapanewon Pundong akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 92,12% dari total anggaran belanja yang
dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung
pencapaian sasaran sebesar 27,92%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung
sebesar 72,08%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 111.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

. —
N[o} S
Kinerja

Indeks Pelayanan

1. Publik 3,70 4,28 115,68
Kapanewon

4.012.636.721,00 3.696.714.726,00 92,12
Indeks Kualitas
2.  Pelayanan di 92,48 93,03 100,59
Kapanewon

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 7,88%, dari total anggaran belanja yang
dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah
terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan
anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025:




Tabel 111.19

Program/Kegiatan/Subkegiatan

@

PROGRAM PENYELENGGARAAN

Anggaran Rp

©)

Realisasi Rp

(4)

Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Efisiensi

Rp

I |KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 30,000,000 30,000,000 - -
URUSAN KEBUDAYAAN
L Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
30,000,000 30,000,000 - -
1 Gelar Budaya Jogja
30,000,000 30,000,000 - -
PROGRAM PENYELENGGARAAN
| KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 96,055,100 96,055,100
URUSAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Keistimewaan 96,055,100 96,055,100
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di
2|Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ 96,055,100 96,055,100 - -
Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
111 |PEMERINTAHAN DAERAH 3,472,834,221 | 3,157,203,816 |315,630,405 9.09
KABUPATEN/KOTA
3 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 5,950,000 5,950,000 - -
3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah 2,550,000 2,550,000 - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3,400,000 3,400,000 - -
A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2,944,420,987 | 2,635,447,604 |308,973,383| 10.49
. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2,892,230,987 | 2,583,257,604 | 308,973,383 | 10.68

(o))

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
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Efisiensi

Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Rp | Realisasi Rp
Rp
) (©) Q)
ASN 47,940,000 47,940,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan -
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4,250,000 4,250,000
. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2,400,000 2,400,000 - -
8 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai 2,400,000 2,400,000 - -
6 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 184,818,122 184,481,122 337,000 0.18
Penyediaan Komponen Instalasi -
9|Listrik/Penerangan Bangunan 2,775,740 2,775,740
Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39,877,082 39,865,082 12,000 0.03
1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
3,939,700 3,939,700
12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5,448,600 5,448,600 - -
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 1,800,000 1,800,000 - -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
14 127,531,000
Konsultasi SKPD 127,206,000 325,000 0.25
15 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD -
1,746,000 1,746,000
16 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD 1,700,000 1,700,000 - -
. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 183,887,712 178,676,690 | 5,211,022 2.83
17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 49,200,000 46,806,221 2,393,779 4.86
18 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 14,760,000 14,760,000 - -
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Efisiensi

Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Rp | Realisasi Rp
Rp
) ©) (4)
19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
119,927,712 117,110,469 | 2,817,243 2,35
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151,357,400 150,248,400 | 1,109,000 0.73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
20 Pemeliharaan, dan Pajak 124,869,900 123,760,900 | 1,109,000 0,89
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
’1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 26,487,500 26,487,500 - -
PROGRAM PENYELENGGARAAN
IV [PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 112,987,500 112,987,500 - -
PUBLIK
9 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 102,837,500 102,837,500 - -
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 6,750,000
22|Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah| 6,750,000 - -
dan Instansi Vertikal Terkait
’3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan 96,087,500 96,087,500 - -
10 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat 10.150.000 10.150.000 - -
y Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan 10.150.000 10.150.000 - -
v PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 119,931,000 119,681,000 250,000 0.21
11 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
86,101,000 85,851,000 - -
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20,000,000 20,000,000 - -
26|Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
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Program/Kegiatan/Subkegiatan

Anggaran Rp

Realisasi Rp

Efisiensi

) (©) Q)
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66,101,000 65,851,000 - -
1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan -
Tingkat Kecamatan 33,830,000 33,830,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi -
27
Masyarakat 33,830,000 33,830,000
PROGRAM KOORDINASI
VI |KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 168,872,900 168,831,310 41590 0.02
uMuM
13 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 168,872,900 168,831,310 41,590 0.24
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
28|Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 168,872,900 168,831,310 41,590 0.02
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
VIl PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11,956,000 11,956,000 -
14 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 11,956,000 11,956,000 -
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan 11,956,000 11,956,000 -
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
29|Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah 4,012,636,721| 3,696,714,726| 315,921,995| 7,87

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,62%, sedangkan efisiensi
untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,68%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

disajikan sebagai berikut:
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Tabel 111.20  Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025

Anggaran

Saranncikator Kinerja | Avesaran |
Target (Rp) Realisasi (Rp)

1.  Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
publik di Kapanewon Pundong

Indeks Pelayanan Publik
Kapanewon

2.  Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan dan
pelayanan publik kepada
masyarakat di Kapanewon

1.120.405.734,00 1.113.457.122,00 6.948.612,00 0,62

Pundong
Indeks Kualitas Pelayanan di
Kapanewon
Jumlah 1.120.405.734,00 1.113.457.122,00 6.948.612,00 0,62
Belanja Pendukung 2.892.230.987,00 2.583.257.604,00 308.973.383,00 10,68
Total Belanja 4.012.636.721,00 3.696.714.726,00 315.921.995,00 7,87

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 315.921.995,00 atau 7,87% yang
bersumber dari:
1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.

2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di
Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Pundong telah melaksanakan program kegiatan
yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir
Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi

Kapanewon, Kapanewon Pundong melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
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1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain:

a.Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Pundong

b.Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Kaluarga penerima manfaat.
c.Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.

2. Kegiatan yang menyasar Anak dan Perempuan, antara lain:

a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Pundong

b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.

c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Pundong.

d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Pundong.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang

bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan

masyarakat Kapanewon Pundong, adalah sebagai berikut:

Tabel 111.21 Inventarisasi Lintas Sektoral

Kontribusi Para Pihak Ouput Kelompok Sasaran

Kegiatan
Sektoral Pihak Kontribusi Keluaran
Sasaran
1. |Pendampingan IDPMK Memberikan Dokumen Lurah, Meningkatnya
Pengelolaan pengarahan dan |Penatausahaan |Pamong dan |akuntabilitas
Keuangan pendampingan  |Keuangan BAMUSKAL |pelaksanaaan
Kalurahan terkait dengan  |Kalurahan yang keuangan
kegiatan akuntabel Kalurahan
keuangan
kalurahan
2. |Rembug Dinas Fasilitasi dan Data jumlah Keluarga yang [Mendukung
Stunting Kesehatan |koordinasi dalam |anak stunting, |mempunyai |pencapaian kinerja
penanganan dan anak yang |balita dan anak|pemerintah dalam
stunting telah lulus stunting pengentasan
stunting stunting
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Kontribusi Para Pihak Ouput Kelompok Sasaran

Kegiatan
Sektoral Pihak Kontribusi Keluaran
Sasaran
Fasilitasi dan Data posyandu |Posyandu Mendukung
koordinasi yang aktif di  |balita, program
tentang posyandu [wilayah posyandu pemerintah dalam
kapanewon lansia, memberikan
posyandu layanan kesehatan
remaja dan meningkatnya
kualitas hidup
masyarakat
Fasilitasi dan Data wilayah  (Seluruh warga [Mendukung upaya
koordinasi dalam |yang rentan masyarakat  |pemerintah dalam
pencegahan dengan penyakit pencegahan dan
penyakit. menular (TBC, penanganan
DBD, penyakit menular
Lepstoprosis). maupun tidak
Data jumlah menular.
penderita
penyakit
tersebut.
Dinas Fasilitasi dan Keluarga Keluarga Mendukung
DP3A2KB |koordinasi dalam(dengan jarak  |pasangan usia |program
rangka program [kelahiran anak |subur pemerintah dalam
KB sehingga yang baik dan menggalakkan
jarak kelahiran  |jumlah yang keluarga berencana
bisa diatur agar [terbatas
tidak terlalu
dekat sehingga
ibu dan bayi
sehat dan bisa
mencegah
stunting
3. |Penanganan  |Dinas Fasilitasi dan Data warga Keluarga Mendukung
Kemiskinan  (Sosial koordinasi terkait [miskin di miskin kebijakan
pemberian wilayah pemerintah dalam
bantuan sosial  |kapanewon pengentasan
kemiskinan

66




Kontribusi Para Pihak

Ouput Kelompok Sasaran

Kegiatan
sleﬂ;?; pi o Kelompok MR
Fasilitasi dan Data warga Lansiayang |Mendukung
koordinasi terkait |miskin sudah tidak  |kebijakan
bantuan boga penerima bisa mandiri |pemerintah dalam
sehat bantuan boga |dan dari pengentasan
sehat keluarga kemiskinan
miskin
Fasilitasi dan Data warga Masyarakat |Mendukung
koordinasi terkait [yang yang kebijaka
permasalahan mengalami mengalami pemerintah dalam
sosial permasalahan |permasalahan |upaya mengurangi
sosial sosial dan permasalahan sosial
perlu
penanganan
khusus
. |Bantul Creative| DKUKMP |Fasilitasi Jumlah UMKM [UMKM a. Memperluas
Expo Pelaksanaan peserta BCE pemasaran hasil
Bantul Creative UMKM.
Expo. b. Peningkatan
pendapatan
UMKM.
¢. Inovasi Hasil
UMKM
. |Koordinasi BPBD |Mendukung 1. Data potensi |Pemerintah  |[Meningkatkan
Bidang upaya mitigasi bencanadi |Kalurahan, upaya mitigasi dan
Ketertibandan dan memperkuat | wilayah TNI-Polri dan |respon cepat dalam
Keamanan koordinasi dalam | Kapanewon |masyarakat [penenaganan
penanganan Pundong. (relawan bencana di wilayah
bencana di 2 Koordinasi FPRB, FKPM, |[Kapanewon
wilayah kesiapsiagaa Linmas). Pundong.
Kapanewon n dan
Pundong. penanganan
bencana.
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Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang
demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap Kkinerja
pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten
Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya.
Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara
umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang
melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,39% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran

Kapanewon Pundong pada tahun 2025 antara lain adalah:
1. Kepemimpinan Panewu yang Visioner dan Responsif

Peran panewu yang aktif dan berinisiatif dalam mengarahkan perbaikan tata kelola
pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari komitmen
terhadap transparansi, khususnya dalam penetapan biaya dan prosedur layanan yang jelas

guna mencegah praktik pungutan liar.
2. Peningkatan Kapasitas dan Budaya Kerja Aparatur Kapanewon

Penguatan kompetensi aparatur melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan
pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, tumbuhnya budaya kerja yang
berorientasi pada pelayanan (service oriented), dengan sikap proaktif dan kemampuan yang

baik dalam memahami serta merespons kebutuhan masyarakat.
3. Digitalisasi Layanan dan Implementasi SPBE

Penerapan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sebagai upaya mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi Kkerja, serta
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mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mendukung pencegahan

korupsi.
. Standarisasi Prosedur dan Penguatan Akuntabilitas

Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait alur,
waktu, dan biaya pelayanan. Disertai pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara berkala sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan kualitas layanan secara
berkelanjutan.

. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Memadai

Ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, jaringan internet yang
stabil, perangkat komputer dan printer yang cukup, serta pasokan listrik yang terjamin untuk

menunjang kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
. Responsivitas dan Partisipasi Publik

Kecepatan aparatur dalam menindaklanjuti keluhan, aspirasi, dan permohonan masyarakat.
Selain itu, adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

Simplifikasi Prosedur Pelayanan

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna
menyederhanakan alur layanan, sekaligus menjamin kepastian waktu penyelesaian dan
kejelasan biaya sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Peningkatan Kualitas Sarana dan Infrastruktur

Melakukan pembenahan ruang pelayanan agar lebih representatif, nyaman, dan ramah bagi
seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi
informasi untuk menunjang efisiensi dan kemudahan layanan.

Pengembangan Kapasitas SDM dan Penguatan Budaya Kerja

Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pelatihan pelayanan prima (service
excellence), peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan etika pelayanan. Selain itu,
membangun pola pikir aparatur yang berorientasi pada pelayanan dengan mengedepankan
sikap ramabh, sigap, dan santun dalam melayani masyarakat.

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Menyediakan informasi layanan secara terbuka melalui papan pengumuman, media sosial,

dan website resmi terkait prosedur, persyaratan, jangka waktu, serta biaya pelayanan.
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Disertai pengelolaan dan pelaporan anggaran yang transparan serta peningkatan sistem
pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

5. Peningkatan Partisipasi dan Responsivitas terhadap Masyarakat
Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara berkala sebagai wadah dialog dan
penyerapan aspirasi. Menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti hotline, aplikasi,
maupun kotak saran yang dikelola secara responsif, serta menindaklanjuti setiap keluhan
masyarakat secara cepat dan tepat. Evaluasi kualitas pelayanan juga dilakukan melalui
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik.

6. Penguatan Manajemen Kalurahan dan Koordinasi Lintas Sektor
Mengoptimalkan peran kalurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi
kependudukan dan pelayanan dasar. Selain itu, meningkatkan sinergi dengan instansi
vertikal di tingkat kapanewon seperti Polsek, Koramil, dan Puskesmas guna mewujudkan
pelayanan terpadu yang lebih efektif dan efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang
dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul khususnya
untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran
yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat

memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.
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Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Pundong
2022-2026
Target per Tahun
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ;

AKhir

1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada | Indeks Kepuasan Masyarakat angka 90| 90| 919575 92 92

dan akuntabel masyarakat Kapanewon
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Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

H{HI'IJJIT"H{M"I'IUJ ?HL‘ZFTIE??

Alamat : Firing, Srihardona, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)8484165
Laman : kec-pundong. bantulkab go.id Posel - kec.pundong@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekfif fransparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama  VITAYULIATUN, S5TP, MEng
Jabatan - Panewu Pundong

selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA

MNama - H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan - Bupati Baniul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya dissbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehanisnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepert yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawak kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januar 2025
PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA

BUPATI BANTUL
0]

H. ABDUL HALIM MUSLIH VITA YULIATUN. S5TP. M.Eng
NIP. 198007111998102001

@y | alat Pasal §ayat (1)UL ITE 11/2008,
I Sertifikasi “Informasi Elekironik dan/atzu Dokumen Elekironik dan/atau hasil cataknya merupakan alat bukt fukum yang sah”
L ] Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertfikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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LAMPIRAN 1

TABEL KINERJA
TAHUN 2025
Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran 1 2025
Mo | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan Target Triwulan Target
Tahunan
(1) (2] 3 (4 (5) (6) 0]
1. | Meningkatmya Indeks Kepuazan | Angka 95,75 Trwulan | -
kualitas pelayanan | Masyarakat (IKM) Triwulan 1l 95,75
administrasi pada Kapanswon Triwulan 1 -
masyarakat Triwulan IV | 95 75*
2. | Meningkatnya Perzentase Persen 100 Triwulan 1 -
penyelenggaraan permuma:an dan —— ~
urusan pengendalian
keistimewaan yang | urusan Triwulan Wl -
berkualitas keistimewaan i
yang berkualitas. Triwulan IV 100*
3. | Meningkatmya Cakupan Persen 100 Triwulan | -
pembinaan pembinaan Triwulan I -
kelembagaan adat | kelembagaan Triwulan 1l -
dan tradisi adat dan tradisi Triwulan IV 100*
4. | Terzelenggaranya | Capaian Nilai Angka 89 Trwulan | -
Pemerintahan Akuntabilitas Triwulan 11 -
Kabupatenfkota Kinefa Instansi Triwulan 11 -
Pemerintah -
(AKIP) Triwulan IV 89~
5. | Meningkatmya Cakupan Persen 94 Trwulan | -
penyelenggaraan penyelengoaraan Triwulan Il -
pemerintahan dan | pemerintahan Triwulan 11 -
pelayanan publik ;z"ielayanan Trwalan I a4
6. | Meningkatmya Cakupan Persen B85 Triwulan | -
Pemberdayaan Pemberdayaan Triwulan 1l -
kepada kepada Triwulan 1 -
masyarakat masyarakat Triwulan IV 85*
7. | Meningkatrya Cakupan Persen 90 Triwulan | -
kinerja Koordinasi ——— N
penyelenggaraaan | Ketentraman dan
ketentraman dan Ketertiban Triwulan 1 -
ketertiban urmum Kapanewon Triwulan IV g0

Balai

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Sertifikasi  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan'atau hasil cetaknya menspakan alat bukti ukum yang sah®
Elektronik  Diokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.

m
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@

8. | Meningkatnya Cakupan Persen 100 Triwuilan | -

kinera Stabilitas Triwulan 1 -

penyelenggaraan | Penyelenggaraan Triwulam 111 -

pemerintahian Pemenntahan

i A Triwulan 1Y 100*
Keterangan:

1. Saszaran nomor 1 adalah Kapanewon sedangkan sasaran nomor 2 — 8 adalah sasaran
program.

2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan
angoaran sebagai berikut:

Mo MAMA PROGRAM Anggaran
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta

1. . B0.0DO.ODD,0O
Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) Rp !
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta

2. | Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Rp. 96.555.10000
Keistimewaan)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dasrah

3 . 3457 975594 00
Kabupaten/Kota Rp !
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

4. Pelayanan Publik Rp. 97.423.000,00

s Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Rp. 135.301.000,00
Kelurahan

6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Urmum | Rp. 167 .360.400,00
P P U P imtah

7 rogram Penyelenggaraan Urusan Pemeri an Rp. 12.506.000,00
Umum
Jumilah Anggaran Rp. 4.027.621.094,00

3. *) Data capaian kinerna tersedia pada triwulan |'V karena bersifat oufcome.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL

Al

Al

H. ABDUL Hﬁ.ll'lul MUSLIH WMITAYULIATUN, SSTP. M.Eng
MNIP. 138007111995102001

Balai Pasal 5 ayat (1) UU ITE 1172008.
Sertifikasi  “Informasi Elekinonik dan'atau Dolumen Elekironik dan/atau hasil cetaknya menspakan alat bukti ukum yang sah™
Elektronik  Dokumen ini telsh ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.

75




LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon”™.
Yang dimaksud dalam saszaran kinerja ini adalah kapanewon sebagai penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
miasyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sasaran ini berfujuan untuk memastikan
bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, akurat, dan mudah
diakses, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemernntahan yang efekiif,
transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil. Untuk mengetahui kualitas
pelayanan yang sudah dilaksanakan, dapat diketahui dar hasil Survei Kepuasan Masyarakat
yvang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat
mienjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di unit pelayanan Kapanewon Pundong.

Dasar hukum dalam mencapai kinerfa antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor S357);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten Bantul;

3. Peraturan Bupati Bantul Momor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organizasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja
Saszaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerfa yang akan menggambarkan secara
langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Mo Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data
1 |IKM Indeks Kepuazan Masyarakat | Milai SKM = Total | Kapanewon
Kapanewon | (IKM) adalah ukuran statistik | dari  persepsi  per | Pundong
yang digunakan untuk | unsur  dibagi total

mengukur tingkat kepuasan | unsur wang tensi| Nilai KM
masyarakat terhadap kinerja | dikali nilai | didapat dari
pemenntah, layanan publik, | penimbang. hasil questioner
atau produkffasa tertentu. KM vang dipercleh
Perangkat daerah secara online,
menggamibxarkan kualitas dan diisi melalui

@ Balal Pasal 5 ayat (1) UL ITE 11/2008.

I | | Sertifikasi  "Informasi Elekironik dan/atau Dolumen Elektronik dandatau hasil cetaknya menspakan alat bukti hukum yang sah”™

b Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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layanan publik pada
Perangkat Daerah tersebut.
Survei Kepuasan Masyarakat
dilaksanakan dan diolah pada

aplikasi SKEM
oleh responden
yang menerima

layanan.

pericde  tertentu  dengan
responden  dar berbagai
kalangan masyarakat
pengguna layanan. Juga
digunakan wuntuk perbaikan
kinerja dan  peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Target Kinera
Dalam perjanjian kinerja ini, sefiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator _
Target Penjelasan
Kinerja 9= el
IKM 95,75 Target tersebut bebih tinggl dan target pada dokumen
Kapanewon Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-

2026 dan dokumen Rencana Kena Tahun 2025 sebesar
91. Target fersebut sudah melebihi dari capaian tahun
sebalumnya (n-1).

Capaian Tahun 2022 = 9508, Tahun 2023 = 9201,
Tahun 2024 = 95 69 Sedangkan capaian KM Kabupaten
Bantul Tahun 2024 sebesar 90,14

Penstapan target ini sudah melalui dialog kinega
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan
pada tanggal 2 januar 2025 dalam acara Kick Off
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala
Saba.

A | Balal Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
I Sertifikasi  “Informasi Elekinonik dan/atau Dokumen Elektronik dandatau hasil cetaknya menspakan alat bukti hukum yang saih®
b Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

fHﬂﬂ_JTIT.‘iHHF.‘Iﬂ_}!?fHIF_ﬁfT.‘JEEJ?

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55771, Telp (0274) 367508, Email : kec pundong@bantulkab go.id ;

website : hitpo//kec-pund nnﬂ.bantu Ikab.ﬁu .id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdif, transparan dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

MNama o VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng
Jabatan . Panewu Pundong
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ;. H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan - Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tanget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supernvisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI BAN'I'UL
E El

O]
VITA YULIATUN SSTP. M.Eng
NIP. 198007111993102001

Balai Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Sertifikasl
Elektronik

“Informasi Elektronik danfatau Dokumen Elektrenik danatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA

TAHUN 2025
Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran . 2025
Mo Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Triwulan | Target
Tahunan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7
1. | Tujuan: | )
Meningkatkan Indeks Pelayanan | Indeks 3,70
penyelenggaraan Publik ] -
pemerintahan dan Kapanewon
pelayanan publik di 1 -
Kapanewon
Pundong v 3,70
1.1 | Sasaran Strategis:
Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks 92,48 ' -
kualitas tata kelola Pelayanan di
pemerintahan dan Kapanswon I -
pelayanan publik
kepada masyarakat
di Kapanewon i )
Pundong
v 92 48*
1.1. | Sasaran Program: I -
2 | Meningkatnya Realisasi Persen 100 I _
penyelenggaraan pelaksanaan
urusan kebudayaan program kegiatan 1] -
di Kapanewon Lnusan "
kebudayaan v 100
1.1. | Sasaran Program:
3 | Meningkatnya Persentase Persen 100 ' -
pendampingan kesesuaian
unssan kelembagaan | dokumen I -
di Kapanewon perencanaan dan
pengendalian
urusan i B
keistimewaan
dengan regulasi v 100*
No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Target Triwulan | Target
Tahunan

Pasal 5 ayat (1) UL ITE 11/2008.

“Informasi Elekironik dan'atau Dokumen Elekirenik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serfifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.

’dl Sertifikast

W | Elektronik
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(1) (2) (3) (4) (3 (6) N
1.1.4 | Sasaran Program: I }
Meningkatnya Capaian Kinerja Persen 80
kualitas Kebijakan I -
penyelenggaraan Pelayanan m -
pemerintahan dan
pelayanan publik v &0
1.1.5 | Sasaran Program: I -
Meningkatnya Capaian Kinerja Persan 100 I _
Pemberdayaan pemberdayaan m -
masyarakat dan masyarakat
kalurahan v 100
1.1.6 | Sasaran Program: I )
Meningkatnya Capaian kinerja Persan 100
kualitas penyelenggarazn Il -
penyelenggaraan ketentraman dan - ]
ketentraman dan ketertiban umum
ketertiban umum v 100~
1.1.7 | Sasaran Program: ] -
Meningkatnya Capaian Kinerja Persan 100 I N
penyelenggaraan penyelenggaraan m -
urusan pemerntahan | pemerntahan
urum umum v 100
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan
anggaran sebagai berikut:

Mo NAMA PROGRAM Anggaran

1. Program Penyelenggaraan Keisimewaan Yogyakarta Rp  30.000.000 00
Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta FRp  96.055.100,00
Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana
Kelstimewaan)

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 3472834 221,00
Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fp 112.987.500,00
Pelayanan Publik

5. | Program Pemherdayaan Masyarakat Desa dan Fp 119.931.000,00

Kelurahan

Balai
Sertifikasl

Pasal 5 ayat (1) UL ITE 11/2008.

“Informasi Elektronik danfatau Dokumen Elekironik danfatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen i telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekronik yang diterbitkan BSrE.

Elektronik
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6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Bp  168.872.900,00
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Rp 11.956.000,00
Umum
Jumlah Anggaran Rp 4.012.636.721.00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat oufcome.

Bantul, 19 September 2025

FPIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

.,-: Y- E X
H. ABDUL HALIM MUSLIH MITAYULIATUN, ~ M.Eng
MIF. 193007111998102001

,' Balai Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
L || Sertifikasl “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
WEE | Elektronik  pokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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LAMPIRAN I

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran:
“‘Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada
masyarakat di Kapanewon Pundong™.

Yang dimaksud dalam sasaran kinefa ini adalah Kapanewon Pundong sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk s2lalu dapat
meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemenntahan yang berkinerja
tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi.
Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan  publik
kepada masyarakat di Kapanewon Pundaong.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemibahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Momor 4
Tahun 2023 tentang Pemnubahan atas Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Megara
dan Reformasi Birokrasi Momor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Momor 5
Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja
Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung

ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Balai
Sertifikasl
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) VU ITE 11/2008.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekironik daniatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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Sumber

Mo Uraian Relevansi Formulasi
Data
1 |Indeks Indeks Kualitas |Dihitung berdasarkan capaian program, | Kapanewon
Kualitas Felayanan Publik Nilai AKIF dan IKM dengan bobot Pundong
Pelayanan di | merujuk pada Indeks sebagai berikut:
Kapanewon Pelayanan Pubilik Indeks Kualitas Pelayanan di

[PPiyang diatur oleh| HKapanewon = 15% Capaian kinerja
Permenpan RB Memor 5 |  penyelenggaraan Ketentraman dam
Tahun 2023, serta [Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja

Indeks Kepuasan pemberdayaan masyarakat + 15%
Masyarakat (IKM) | Capaian kinerja kebijakan pelayanam +
sebagai tolok ukur | 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan
kinerja pelayanan |Pemerintahan Umum + 20% KM + 20%
secara berkala, yang Milai AKIF

mengukur persepsi

pengguna layanan

terhadap berbagai

aspek pelayanan.

Target Kineria
Calam penanjian kinerja ini, setiap indikator kinera telah ditetapkan besaran target kinera
yang akan dicapal dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Target Penjelasan
Kinerja
Indeks Kualitas B2.48 Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun
Pelayanan di 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target
kapanewon capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme
pembobotan.
Balai Pasal § ayat (1) U ITE 11/2008.

Sertifikasl “Informasi Elektronik danfatau Dokumen Elektronik danfatau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Elektronik  pokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan BSrE.
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Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024
NOMOR ' DE1D4G1 C/EV. SAKIPT2025
TANGGAL © 24 Agril 2025
r. [ = Faasl 5 el 1) L ITE 11E008
,‘i ' p inforrmas Eskdrorsk Ssndateo Dokumen Eeeiron deni sy el cebakores mErupsln st Skl ko gy st

s Ushorrss i esh ditends lsrgen sscare debbonk mesggonaicsn sl siskironih ey dierbias BSAE
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LAPORAN HASIL EVALLUASI
IMPLEMENMTASI SISTEM AKUNTABILITAS FINERJA INSTAMS] PEMERINTAH PADA
HAPAMNEWON PFUNDONG HABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

L PFENDAHULUAN
1.4. Dasar Hukum Evaluzsi
a) Undang = Uindang Momor Z3 Tahun 2014 ientang Pemerintahan Daerah;
b} Ferabwan Pemerintah Momor 12 Tahun 2047 denlang Pembinaan dan

Pengasasan Penyelenggaraan Pemenniah Daemah;
o] Perabwan Pemenntah Momor 13 Tafun 2015 tentang Pelaporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah;

d} Perabwran Menten Pendayagunaan Aparatur Megara dan Redormasi Brokrasi
komor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dkuniabikas Instansi Pemerntah;

&) Hepuluzan Bupati Bamtyl Momor 4% Tahun 2023 1enlang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Evalsrsi Aluntabifas Kmera Insiansi Pemenniah;

fij Hepuiusan Bupatl Bantul Momor 552 Tahum 2024 tentang Program Kena
Pergasasan Tahunan Tahun 2008;

gl Eepuiusan Irspekiur Kabupaten Baniul Momor 2 Tahun 2025 fentang Tindak

Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 30258

1.2. Latar Belakang Evaluasi
Emtem Akuniabites Kinerja instansi Pemerintain (S050F) dikembangkan sebagai

R sisiem manajemen kmenfa uniuk meningkalkan kuakias iola  keldla
pemerntahan melsld  aspek  akunlabilas dan penguiuran kinera  yang
beroriertasi pada hasi (oulcome). Penerapan SAKIP ¢f Pemerntah Kabupaten
Bariul diakukan oleh inspeidorat Oaerah selaky APIP agar dapad diperolen
wumpan balik yang obyekif dalam rangka meningkatkan kualias sscara iens-
menenes [confnues mpmvermend]. Masng-masing urit kerja organisrsi secara
mandin merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mEmaniau Bnera Serna
melaporkannya kepada para pemangku lkoepentingan.

Bupati Bariul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemenntahan Kabupaten Barul
periu mengetahul sampal seberapa jauh penempan S05F berpengarnsh ferhadap
angkat akuntabditas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan selunin uni
kerja organisasi 4 bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi S050F pada
Perangkat Daerah di lingsungan Pemerintah Kabupaten Banbd diakukan oleh
Tim Evaluasi dan inspekiorat Daerah Kabupaten Bantul.

r Rala = Paaal 5 sryad {17 LA ITE 1109008 1
‘d Rtk e Esroni dendetes Dokmen Bl desisis hasi csbebrrps manpsien aie? b hulom pang s
» Cecharrsan i elsh ditands lengen sscers sekionk menggunaksn et siskironih g ddertean BSrE.
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1.3. Tauan Evaluasi
al Tujuan Umum unfuk mengelahul sefuh mana AKIF dilaksanakan dalam

mendorong  penngsalan  pencapalan kinena yang bepad sasamn dan
bernoenias hasd pada Fstars Pemenniah
Tujuan Khusus
1. Memperoleh ndormasi mengenal implementasi S0
kienila bngkal mplementas SAKIP;
Menilal ingkat akuriabiitas kinera;
Memberikan saran perbaikan unbuk peningkatan AU
Memondor Gndak lanps rekomendas hasl evaluasi pencde sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi
Fuang Lingkup Evaluasi AR melipull:
al Feniaian buallas penscanan Knenac
b} Femia@n pengukuran Bnenfa
o] Paniaian pelaporan Kine)ja;
d} Feniaan evalsysi alouriabiilas kinena mbemal

Metodologi Evaluasi
Trgkat Evaluasi yang akan dilkakukan adalah Evalas Mendalam yand svaluasi
dengan melakukan penslaahan dolomen atsu  Rfomasl  yang  Erseda,
konfmmasl, penguian dan analisis ierbatas pada komponen akuniabiias knena
fertenby, drambah dengan pengujan ataw pembukian melall svancara secan
e ndalkar.

Ssdangkan melodolegl yang digunakan dalam evaliasi adalah kombinasi dari
meindologi kaitatf dan kianitast dengan felrik

a) Cheilst Pengumpulan Data dan informasi

b} EKomunikasimelalul Tanya Jawab Sederhana

o]  Osersasi

d}  ESudi Dolourmenias

1.6. Susunan Tim

Fbs Jubsitan dadam Tim W i

Pomagusredall MWuiuPenandy ung Jawal | Hermessvan Soliag, 5.0F., MH.
Pombaniu Pananggung dasah Priyo Harswjayants, 550, M5
Pitaurelal Tabin Prapd Yohan SE.

Mt Tim Hiandy Eatyawaan Budni Eannods, 5 H.
Sholaicha ke Zachia, 5. Far., MoAL:.
Anggota Briningsih Rahayy, 5.

= Faasl 5 e (1) L8 FTE 1121008 z
“Informmas Elakironk. Senteiso Uokoran Eeidross, deesd sl el celskrrps marupshsn siat Sukd oo perg s
» Dzburmss rn leish dila-oa lergen secms seklonh merggonaosn serifiosl slekfronibk ey ddarbeboa- BSrE
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1.7. Gambaran Umum Kapanewon Pundong Kabupaten Barrul
Data umurm sebaga beriout

Mama Fapaneaon @ Hapanewon Pundong Kabupaien Banbsl
S © Pong Sritardono. Mananeson Pundong. Kabopaien
Bartul, Daeran simewa Yogyakara

Pimpinan Dinas

Hama © Vita Yuliatun, 5.5TP., MEng
HIF o 1980071 1195E 1020
Jabarian . Panewu

1.8. Gambaramn Umum Implementasi SAMKIP Pada Kapamowon Pundong
Kabupaten Bantul
Sitem Akuntabiktas Kinera bnstansi Pemerintan [SAKIP) adalah rangkaian
sistemnatis dan berbagal akinvilas, alat, dan prosedur yang dirancang uniuk byjuan
penelapan, pengukuran, pengumpalan dala, pu'lg;ﬂ.l:nflhmn. pengikhizaan,
serla guna pelaporan kner@a pada inslansl pemenntah, dalam  rangka
perianggungwaban dan peringkalan kinena nsans pemernrian.
Dalam rangka penyelenggaraan tata pemenntahan dasrah yang baik dan bersib
jchean and pood gowemenos] maka pengeiclaan admnesiasi pubkk dan
peaksanaan akuntabilfrs kinefa pemenntab, menspakan hal yang harus
dilakukan o era reformasi. Oleh karsna mu, Kapanewon Pundong Kabupaben
Barful berupaya menyelenggarakan pemenntahan dengan berprinsip  pada
pememniahan yang baik (gooad povemance | dan beroneniasi hasl resull oremied
POVETITIETN| Rl dengan kesssnangannya.
Ajuniaktebtas kinerja memuat visi, misi, bjuan, dan sasaran yang memikd arah dan
folo® ukur yang jsas glas rumusan perencanaan srategl organsss sshingma
gambaran harsil yang ngn dicapa dalam bemuk sasan Eresbol dapat terukur,
dapal diup, dan dapat diandakan
Sslanjuinya  dengan berpedoman pada Peraswran Ooerab Kabupaten Bamtul
Momor & Tahun 2021 Tenmtang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaien Bamtul Tahun 2021-2006, unbulk membantu mewujudican misi
Bupati yafiu Penguatan reformes’ hrokms) menyy pemensahan yang efeidy
efisian, bermif, sfumisbe), dan menghadnan pelyanan publé prme, Kapanewon
Pundong ftelah menstapkan indkabor Kinera Uama (IKL) Eapaneson yaiu
Irrdeks Kepuasan Masyaakat (1K)

' Bala = Paaal S arpat (1) LU ITE 1109008 el
‘H ;"r':':'_",:; Irnformam Eldronik. Sendetes Dokomen Elekinons; denisisy hasl celslorps marupshsn st Sukd ok pang s

= Doburmsn i elsh ditenca lengen secem saklonk mesggonaksn serifiut slekironih parg diderbiios BSrE
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Berdasarkan Laporan Kinesja XKapanewon Pundong Kabupaten Sanbtd atas
realsasi pelaksanaan Perjanjian Kinena Tahun 2024 merunpikkan bahwa

capaan knefa Indeks Kepuasan Masyarakat (KM} Kapanewon Pundong adakih
sebesar 85,69%

No. Indilcator Target Realtsaxi Capanan
1 | Indeks Xepascaes Mayarakat {IKM) 91,00 9569 10515

Berdasarkan pencapaian indikator knera utama tersebut datas diketahes bahwa
Indkator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantud Tahun 2024 mampu mencapal target.

Obandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebsiumeaya (Tahun 2023), maka
kinerja paca tahun 2024 dapat digambarkan sebagail berikut:

No. bacdiloner 2023 2024 [+/)
1 Induks Keprascosa Masarakat (IKM) 9201 9549 «3158

Berdasarkan perbandingan pencapaian indkator kinerja utama tersebut diatas
dketahul  capalan kinera Indkator Indeks Xepuasan Masyarakat (IKM)
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 jetxh baik danpada
Tahun 2023

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya
Kapanewcon Pundong Kabupaten Bantd ielah menndakianjuls hasi evaluasi
AXIP tahun sebelumnya, yaku:

No. | Relb i Tabe Lalu
Doy peayusunes Leporan Kinerp
(LK) kedepsa antuk lebsd cormat, dies
Laparan Kiner g (LX) Tabun 2023 masih
\ terchaput Beberaps yioy belam pads
sabistarnad bondsd Sikeaad dan muni
periu perbuaikces selanpatays sgar di

Tindak Lanjat Hasd Evaluas
Nedeoemencbant suadad ditandakies|ty
derggan meltlocnakes perbaikan/revia
Lapocan Knergs (LX]) Tabun 2023 dea
suadadh displad wlieag pada

esr.menpas goid pads targged 28 Maret
2024 (sexize arahan sebedure tanggal 31

wpload chesg ke e sunpan goid

whebm targeal 31 Maret 2024 rrackcaiy

Terpadays penururan ksl Kinera Meaksanakan koordinai secars rutes
Interzal didarapkan menjad perkatun setisp awal Bulan dan jugs pads saat
kh Baggp K won Pundosyg untuk | tertents yaey mendesk harus segera

terio mongevibamd keaaditas pencapan | ddoordnasikan gana meagevaduasi
outpet dan cutcome Kepanewos kegiabas yuny saidah dilalocirsskas, dan
Pendong, Untuk selanjataya, rencara kepatan yang skan dilskocsskas
pebihssssces agiatas evaduasi berkake ustuk pencapalan outprat dan ostcome
dan b-nmuné dila rhe vy loh s buck

L

A

%

L
Setibhan
Fartrawh

o Pasal 5wyt (1) U ITE 110008
“Irformas Exkirond danvetes Dokumen Elrond: danistay hasd cotsdorgs merupehan s Dol hukum gang se”

4

» Dohurren o lnish diandalangarn secers shekbonik mesggunaten sertifitat slektronik yarg diertaiicen

88




i GAMBARAN HASIL EVALUASI

21. Kondisi

21.1. Peroncanaan Kineria
Komponen perencarman knerja pada Kapanewon Pundong Kabupalen
Bamd mendapakan nia 2460 dengan bobot pendaan sebesx 0%
Ferolehan il tersebut alhat dan 3 (iga) komponen yatu keberadaan
Perencanaan Kinerp dengan bobot sebesar &%, Mu Perencanaan Kinerja
dengan bobat sebesar 9%, dan Pemarfaxtan Perencanaan Kinerja dengan

bobat 15%.
‘- Kemponen/ Sub Xomponen/ e Neden Abcurntadnilfay Kazevia
Krteria Nilsl Akbtr | Perumtaw
! | PERENCANAAN KINERJA 30.00 2450 BZO0%
L2 | Dokusien Pervacssses kinergs 600 540 D0.00%
twlah tersadia
Lh | Dokomen Pervacssses kMnerg 900 7.20 B0.00%

telah memermchi stasdar yang
Baik yaitu untok sescapal haod,
dengues wkurse kner yang
SMART, mengpunakas
perryekarasn (caxadng) disetiap
lervel socara logis, sesta

s porhatdean kiners bodasy
kun {crasicmtting)

ic

Pervacanass Kinera teish 1500 12.0 B0.00%
dirmandaatian untuk sewupadkan

il varg berbesssnbanges

Hasil peniaan perencanaan knera dcapat dielasian sebagal berfat

"

2)

Kapanewon Pundong Kabupalen Bantul telah memenuhi ketersedaan
columen perencanaan knerja

Indkator  Indeks  Mepumszan  Masyarakat  (KM)  belum  dapat
menggambarkan knera Kapanewon Pundong secara lebh luas. Hal inl
dikarenalan tugas dan fung= Kapanewon Sdak hanya terbatas pada
penyeiengganman pefmyanan publk 3R namun paga mencakup
penyelenggaman wusan umum, pelyaran publk, dan  koordinasi
pemberdayaan masyarakat Kahrahan serta koordinas), pemantauan, dan
evaluas! erfadap perencanaan dan pengendalan wrusan Kessamewaan di
Kaurahan sebagamana feruang chlam Peraturan Bupat Nomor 51
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungs dan
Tata Kerla Kapanewor

5

%

L
St b
Uartrant

o Pasal 5 wpat (1) LU ITE 112008 s

“rforrmas Endronk cenvetes Dokumen Eltrond dersetay hasd calsdorys mernupehan sk Subdl hutarm pang seh”
s Dohusrmen rf letsh diancelangen secers slekbonsk menggunecsn sertifiuat sloktronih paryg dlertelioen BSE
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3) Perencanaan Kinerja telah dmanfaakan untk mewsgudkan hasl yang
berkesinambungan, hal ini dbuiktikan sakah saturya dengan diakukannya
perubahan perfangian anern

Namun mash lerdapat kelemahan antara lanc

1) Penctapan target tahuran pada perfanjan kinena eiah sesual dengan
perencanaan strategis namun belum dsesuaiian dengan capaan tahun
sebelurrga. Reakzas Tahun 2023 nital IKM sebesar 52 01 namun tanget
Tarun 2024 sebesar N

. Pengukuran Kinerja
Komponen Penguieran Kinesja pada XKapanewon Pundang Kabupaten Bartul
mendapatian réal 24 60 dengan bobot pendaian sebesar 30%. Perclehan nial
lersebut déhat can 3 (ga) komponen yatu Kebjakan/ Keberadaan
Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kuaitas' Mutu Perguloran
dengan bobot sebesar 9%, dan Pemantaatan Penglouran Kirerja dengan bobot
15%.

Nikat Akpstatelitios Kinorm
Perataw

Nu Rekomeadas Tahun Laks

PENCUKURAN KINESRIA
Peagekaran Xaeris telsh dilakakan

Peagukuran Kaerja telah zenjad
krbutshan dadam mewujndkan
Koter |2 secars Efuketif dos Efcden
i delah dibalskoan secars

berjenjarm dan ber oo kst
Peagukuran Kaerja telah dijadicses

damar dadum pembertan Rerward dan
Purssdurme rt, serts peaywssss
strateg) dadent mescapal kiner
yan_s_uﬁ-txd dan edasen

Hazi peniaan Penguluran Kinerja dapat dyelaskan sebagal berikut

1) Telah tersedaa pedoman tekns penguicran kinerja dan pengumpuian data
knerja, definisl operasional yarg jelas atas kinera dan cara mengukur
Indicator lnerja serta mekanisme pangumpulan data kinera
Pengscuran atas knefa fisk dan anggaran telah diakukan melaiu
Aplkaz: eSAKIP ROPK untuk setap levelienjang. Sementara penguiouran
atas krena kepuasan masyamkat diskukan meldks sslemn aplkasi
etp:wvew: sk, bantubab. go o,

6

P “irformas Exddron. dunetes Dokumen Elstronk denialay hesd cutakorys serupekon st Sukdi ke yang st

Pettrwnh

'd [ * Passl 5 wpat (1) DU ITE 112008
o Dokurrmen oy etah dilancislangarn secers dekborsk menggenatan sertificst slektronih yang déertsdus BSE

5
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3 Pengukuran Finena felah menad dasar dalam penyesusian (pesmbenan!
pengurangan) Lnangan knenalperghasian

. Polaporan Kinerja
Homponen Pelaporan Funefja pada Kapanswon Pundong mandapatkan miks
1125 dengan bobot peniaan sebesar 115%. Perolehan nilail erseauat diiat dan
3 (bga} Eompomen yafu Hebjakan' Kebeadaan Pelaporan Hnera
mandapatican dengan bobol ssbesal IS, Hunlios' Mulu Pelaporan Fnetja
dengan bobot sebesar 4 5%, dan Pemantsatan Pebporan Kinega dengan
oot . 5%.

Mikai Aozt ba L K e
K. Rk impadast Tafun Lak

Pl ikdir |Panr o e

FELAPORAN KIMERjA
Tirdapat Dokurmsan Laparan yvang 200 T
munpgarsharks K ngs
Dok eman Lapoeris B tidih L 3.85 il
mmrmshi Standar
munpgarmharkes Fwlfas atas
Prarspmes Kmen s, informas
ferberboocies Terga sl s ki na
st upiys parisakean
EATT PLETL ST

Pl ran Kinerga belah
mwmberikan darmgek yang Basar
dalem praveer s
strwtem Serh puliss delum mrscssa
s s bersnutmea

Hasl penidaian Felaporan Kinena dapal deelasian sshagai benkut

1 Hapanswon Fundong Habopaien Hanfsl ielah melskulan pemenuhan
diokoumien Pelaporan Kirea;

&) Dokumen pelaporan knefa felah rncngri-:n'nﬂkan niomas mergenal
penm@mpsian kinefja, perbandngan realsas Anefa derngan mel kneha
dan realisas nep dengan reaisas knefja lahundahen sebeluminga
upaya poncapaan knefja yang diskuian, ramon dalam beberapa
riomnasl  masdn  ddapa® kekebnsmn dan abw  kesabhan  dalam
mienuangkan data informas: ataupun dat capaiar
Pelaporan  Kirera  telah dmandaatcan  dalam  penyesumian
siraiegi/kebijlkan dalam mencapai Knerja beriouimya

7
;'_ MR o Esklionk Santate Dobusaen Elaiens dasy slag hasd celsborps supeben sl okl bk pang st

'd Rala = Fausl 5 arpal (1] LA ITE 0 1E008

N
» Db i belsh ditasdalsngen secem sekbonik mesggonaisn sardifel slekfronik ypang dderbion BSAE
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21.4.

Mdamum mesh Erdapal kelemahan antara ain:

1} Diokumen LEJIP tabun 2024 sudsh di uploads dan di publicesikan di
esrmenpangoid namun Dolumen LEjIP mhon 2024 belum
dipubiikcasican di wabsde Kap. Pundong Kabupaien Banbul

Evaluasi Akuntabilftas Finorja Iriomeal

Komponen Evaluasi Aamntabilies Kinena iniernal pada Kapaneson Pundong
25%. Pemniehan nia tersebt diifat dan 3 (bga) komponsn ol Hetsakand
Kebheradaan Evaluas Aluniabikrs Kinerja inlemal dengan bobol sehesar 6%,
Kualias! Mutu Evalmas Akunabiias Kinega intemal dengan bobol sebesar
¥.5%, dan Pemanizatan Evalas Akuntabifas Knerp imlernal demgan bobot
12 5%.

Mikai Akustabilite Kimarm

Fn. Rzl Tabun Lak Bkt
Pealin Fikhir Perarmiue
4 | ENALIAS] ARIRTABILITAS
VINER{A INTERMAL 2500 i e HE 03
da | Evalescs Akuntshibtas Kmnarja SO0 4 HLdeg
It rmad inlsh dilabccirbos
dh | Evalescs Akuntshibtas Kmnerja 750 6T 0Ly
bzt rmall el sh ol boica roa boies ssecar s
Ewrrlonsdibins derggan Sambar Duapa
FANE L
de | Implerssiasi SUKTP bdab 1250 TiTi] HL 3

i g ko rer el wasi
i o bl e Kb g [ bsermal

srlinags mamheri ki iscin ey
vt | dlarn puale ) dalarm s bl i

o e ftseasi ki rers

Hasl perilaian Evabas Skuriabdias Knerja intemal dapat dijelaskan seragai

besrikart:

1) Telah tersedia dokumen atas media yang memuat pedoman bekres
Evalursl Mquniabitys Kineja iniemal yafms pedoman alas evalus
perencanaan, penguioran dan peaporan yang ada peda oipansas;

i Imnummmmmmmm;m
oiei pemangkal daerah, namun beElum sepenuTye didukong  dengan
sUmBsrdaya yang memadar

) Evaluasl Aluniabitas Knera intemal belah dilaisanakan sebagaimana
kefteniuan dalam Peraiuran Menten Perdayagunaan Aparanr Megara dan
Aeformas Brokms Momor 88 Tahon 2001 I:El'rl.:l'lgE'r.l.l.n'.:lM.l'l:H:ll:l'.:
In=tans) Pemenntai

%

%

Fala
ik
Einiirpaikh

= Paasl & arpat (1 LI ITE 1105088
“Informam Ewskdronk. Sentetes Dolomen Embions: deasistsy sl catsborps marupshan st o hulom geng s
= Docburrss i belsh ditascda lengen sscers slekbont mesggunahsn sarifiaet slekfeonik peng diderbiSas BSrE
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4) Selunh rekomendas atas hasil evabas aluntabitas inesp ntemal
scholumnya telah aendaklargt dan menumjukan perbaican lentama
berkatan dalam hal penyusunan penjenjangan kinera.

. Evaluasi atas Capalan Kinerja
Dart kondisi tersebut diatas, dapat dsampakan hasil evaluas! atas capaan
kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantd pada tahun 2024

mendapatkan nile akhr 81.20 dengan predkat kinera A dengan
inferpeetasi Memuaskan

Adapun rincian darl hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagal berkut:

Nibai Akustabilitas Kisera

N . n/ Sub X Bobot

"’

N Abdusr Peraatam

PERENCANAAN KINERJA 2000 24.60
Dokumien Porvarssass kneria wlsh a0 540
wrvedas

Dokumen Pervacassss koerya wlah 200 7.20
memerahi staader yang bak yatu
wirtuk meecape haod, derggan
whearan kimergs yeayg SMART,
swnggunalan penpelaross
fcacading ) disetznp hevel secars
Bogia, erts memperhatloan kinens
Bidarg laen (crasewttiog)
Purvacanass Kinerjs toleh
dirmantoticn urtuk sewujodkan
Banil yarg berkeezanbungas
PENGUKURAN KINERJA 30, 24 82.00%,
Peagaloaran Xaserys telsh dilakokan 5. D0.00%,
Peagakuran Kserja telsh menjad BO.0%,
keliutuhan dadan mewujudkan
Koserja socara Efvkiif das Efdes
dans telah dikikukan secara

Beryen parg dan berbvlirputas
Puagekaran Kaaerja telah dijadikas
dasar dadam pemtberuan Reward dun
Puncdiument, serts penywossss
stratog) dadam mueacagal kiner
yang efebtd dan vfasen
PELAPORAN KINERJA

Tendapat Dubumen Lapocin yangy
menggarnharkas Kiserja

%

Feviyawh

* Pazal S wypat (1) U0 ITE 1102008 9
Srformas Exddrork denietes Dobumen Elstirond denialsu hasd cutsdorps mengehan sbd S0l hukurn pang sah”
s Dokurmen o luish ditenclengan secars wekbork menggurmtan sertifikat elehtronih pang dlarteSus BSE
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Mikai Akumtab il Kise s

B Kompanen Sus Kompanem |Berbeat
Pl ibcRir Fersara b

3h | Dokussen Lipoos Kine s hilldh .53 315 LD
mamarnshi Standar

manpgarmharkes Kl ifas abes
Pracsp s K s, informas
ferber bl el s ki
st upnys parkakan

AT LTI TR

e | Pelsparan Kimerga bdah T.ED [} Biu D

v bwer by il s B r

ol ey
sbrwfem ferh s delam mescess
S e rekufmea

4 | EVALIAS] ARUNTABILITAS 5.0 2075 FEA LT
KIKERjA INTERNAL

da | Evubascis fikuntshibfes Konerja E 400 L0,
It vl el sh il b ria i

dh | Evaluscs Akantshibtas Knerjs .5 [ i O 0L Do,

bt ol el il b b, sncar
lwrrboasli b derggan Sumbar Do
FAnE SHmala

A | bmphe sk SARIF bl 1250 (] H LD,
mend g ® bmarero vl o
o bl by Kb v Inbiernal
sl gl v by bom lomican g
myvarts {dampak | dalam ekl
din el ke

Peniluan feresbul, selaras dengan hasl pendaian maarediri {sedf assesmeant

yang dilakukan cieh perangkal dasmh Kapanewon Pundong Habupabsm
Banbd. Hal mi mengindikzssikan bataa elah ierdapal pemahaman terkat

implemeniasi Sstem Aluntabifas Enefja pada perangkal dasrah

2.2, Rekomendasi
Atys kelsmahan alau  kekurangan yang dirakan dalam kondis diatas,
dirskomendasikan agar diakukan langkah-langkah uniuk perbakan ssbhagal

[zt
1. Dosumen LEjIF @hun X024 agar diupioad dan dblasikan pada websie
Kap. Pundong Kabupaben Banul

2. Melakukan monkonng fehadap manaemsn kinerE  perangkal  dasrah
kfiEusnya pada komporen Perencanaan FKineri dengan menganalsis et
capaan agar ddasarkan pada realsas capaan t@ahun sebelumnya, Bdak
hanya berdasarkan dokumen pensncanaan siralegis.

r. Rala = Fausl 5 erpad (1) LA ITE 3102308 10
..i' Fosiras  Informas Emkirond. San'etes Dokusan Embironi denisisy hasl cetakrmys manupshen aiet Bukd hukorm peng st
= Dicburmsen i elsh ditends lengen secem shekionih menggoraksn seitifioet skekdronih pang dderbios BSrE
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. PENUTLMP
4.1, Simpulan
Milai  hazl evaluam sebagamana  kelenban pada Peraluran Menlen
Pendayaguraan Aparaiur Megara dan Refemasi Brodrasi Momor 88 Tahun 2021
IEmang Evaliasi Aluniabiias Insans Pemenntan dalam ksaan angka muks O 5.d
100, HKapanewon Fundong Kabupaten Banlul mesnpercésh nidal B120. Ralai
st d masuk dalam kategon A dengan erprelas Memuaaskan

32 Dorongan Terhadap implomentzsi SAKIP yang bebih baik
Implemaniasl sistem akuntabilfiys knerja inslans pemesrncah pada Kapanewon
Fundong Habupaien Baniul dibarapkan dapal mendorong pencapaian outpar
organisasi secara lebih efekid dan efisien =eria mampy membenkan korinbus
Erhadap pencapaian dampak pada oulcome yang felah dRslapkan. Secam
berpnjang, pencapaian-psncanaian lersebirt dapat membartu  meweudkan
tercapainya Sasaran Pemenntah Kabupaten Bantul. Oleh karena i, dibuhshian

kerjasama dan dukungan dan seuruh unsur pada perangeal dasrah secam
konmsien dan Derkesnamungan.

Dwsmikian Laporan Hasil Evaluasi Acuntailtas Minena Instans Pemerntan pada
HKapanewon Pumdong Kabupaben Banbsl Tahwun 30024, agar dapat dipergunakan
SEbagaimana meeshmya

Telah Ditandatangani Secara Elsironik
Tanggal 30 Apnl 20235
Momor TR0, 121700742

Dr=. TRISENA MANURLMNG, N.Si.
Pembina Utama Muda, Wi
MIP. 18711 230199803 1002

r [ = Panal S eyl (1] LA ITE 110008 11
,ﬁi r""" Y Cinformas Ewklionk, Sentateo Dobuman Elidoes: dasdsbsu hasd celsborgs marupshen sl Sukd hoiom peng st

LORET

» Docburmss i eish ditesds lengen secem sekbonih mesggunaksn sarifast slskdronik pang dierbbon BSrE
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
tt{ﬂﬂ:}:’?’%ﬂy’l?’%‘l?ﬂgcq '7'1;

Jn. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp Fax (0274) 367325
Laman: il Mwww inspakionsd hantuikah go i Poss - nspekioatPhanfidab go i

SUSAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00499/PKPT/2025

Dasar:
Poradran Pemanntah Repubik indooesia Nomor 12 Tahue 2017 Tenlang PemBinaan dan Pengawasan
Penyelengganaan Pemerintahan Daerah;
Peranuran Menten Dalam Neger! Republk Indonesia Nomer 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerntahan Daerah Tahun 2025,
Keputusan Bupat Bantul Nomor S82 Tahun 2024 Tentang Program Kera Pengawasan Tabunan Tahun 2025
dan
Keputusan nspelaur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tabun 2025 Tenang Tindak Lanjut Program Koega Pengawaaan
Tahunan Tabun 2025

MEMERINTAHKAN

Nama Jabatan dalam Tim
Hermawan Seta), S ., M.H. Pengendall MutuPenangoung Jawab
Priyo Harwijayanto, 5.50, M.SL Pembantu Penanggung Jasab

|.Prapti Yohary, SE. ""‘Q"‘di‘” R TR
Hendy Smmn Budnd Sartoso, S.H | Ketua Tim

[ Shciaicha \aa Zachia, S Far_M.Acc. | Anggota
Seningsih Rahayu, SE Arggota

Mahsanaian Evalias Imglementasi Sstem Alurtabiias Kinefja Instarai Pamenniahan

(SAKIP) Pemangkat Dasrah Kabupaten Bantd Tahun 2024 pata

a Kapanewon Srandakan,

b. Kapanewon Kretek; dan

c. Kapanewon Pundong

1. Memgeroieh informasi enang mplementas SAKIP.
2. Menilal tngiat mplementasi SAKIP, dan
3
=]
1

. Memborkan saran perbakian uniuk peningiatan implamentasi SAKIF
erpdenggaraan SAKIP Peranghat Daerah Tahun 2024

Paniaion lerhadap perencanadn siralegis, wmasuk di dadamnya paranian kinera dan
sEem pengukunan kinera
2. Perdaian terhadip penyajian dan pengungkapan infomasi knera, dan
3. Evalag terhadap program dan kegatan.
Tanggal 9sd 17 Agri 2025
Blaya yang berkaltan dengan pengawasan nl diblayal APBD Tahun 2025 dan kepada AFIP tdak
dperkenankan menenma segala pembenan yang terkalt gratfiias.
Demikian untk dlaksamakan sebagaimana mestnya dan kepada phak yang lerkail untuk memberikan
bantuan seperiunya.

Ditetapkan & Barmd

pada tangoal 11 Maret 2025
Pllnwekmt

NIP. 1974032219393111001

pT Snformae Exkcronk dentstay Dotarmen Elehioni den'stac el celabrne mercpakan siel okl Sukam yang seh”

Navirawh

'd e o Paasd S apst (V) UL ITE 11/2008.

N

o Dokuman i Selnh v secy v merggunaken sersfibat elekironik yang dietthun BSE.
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